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WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR : 591.2/Kep. 93 —-Bag.Org/2021

P

TENTANG

PETA PROSES BISNIS

WALI KOTA TANGERANG,

bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu
area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk
mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran,
dan tepat proses, maka diperlukan peta proses bisnis di
Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Wali Kota tentang Peta Proses Bisnis;

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Il Tangerang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3518);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

Dipindai dengan CamScanner



Menetapkan :

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
411);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8),
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang
Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Tangerang Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun
2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Tangerang Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

KESATU . Peta Proses Bisnis scbagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.
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KEDUA . Peta Proses Bisnis scbagaimana dimaksud pada diktum
KESATU merupakan bagan yang digunakan  untuk
mengidentifikasi sccara jelas alur yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan proses bisnis di Lingkungan Pemcrintah Kota

Tangerang.

KETIGA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU digunakan sebagai:

a. acuan bagi Pemerintah  Kota  Tangerang untuk
menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien
antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai
dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan
keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan,

dan

b. dasar sebagai pembentukan Standar  Operasional
Prosedur (SOP) yang sederhana, efisien, efektif dan

akuntabel.

KEEMPAT : Evaluasi dan'revisi terhadap Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota
Tangerang dilakukan secara berkala dan/atau sesuai

kebutuhan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Tangerang

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang

pada tanggal

21 Januari 2021
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Pemerintah/
Masyarakat/
Dunia usaha

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 591.2/Kep.93-Bag.Org/2021

TENTANG PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH KOTA TANGERANG

A. PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA TANGERANG

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA TANGERANG

KT.01 KT.02
Perencanaan Pengawasan
Pembangunan
Proses Manajemen
KT.03 KT.04 KT.05 KT.06
Peningkatan Peningkatan Penurunan Peningkatan
Kualitas Pendidikan Derajat Kesehatan Kemiskinan Dan KesempatanKerja
Masyarakat Masyarakat Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS)

KT.07 KT.08 KT.09 KT.10
Peningkatan Peningkatan Peningkatan Penurunan
Kualitas Pelayanan Kualitas Pelayanan Kualitas Sarana, Kemacetan Dan
Administrasi Kebencanaan Prasarana dan Peningkatan

Kependudukan Pelayanan Pelayanan
Pertanahan Transportasi
KT.11 KT.12 KT.14 KT.15
Penurunan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Pemberdayaan
Lingkungan Kualitas Kualitas Investasi Ekonomi
Kumubh, Banjir PenataDan Ruang Lingkungan Masyarakat
an
2T CEELTED Ketersediaan
RuangTerbuka
Proses Utama
KT.16 KT.18
Pengelolaan Data, Pengeloaan Pengelolan
Dokumentasi, Peraturan Administrasi
Komunikasi dan Perundang- Umum dan
Informatika undangan Penunjang Urusan
Pemerintahan
KT.19 KT.21
Pengelolaan Pengelolaan Pembinaan
Keuangan dan Sumber Daya Ketentraman Dan
Kekayaan daerah Aparatur Daerah Ketertiban
Masyarakat

Proses Pendukung

Pemerintah/
Masyarakat/
Dunia Usaha



Peta Subproses

KT.02. Pengawasan

Informasi
KT.01 perencanaan
__pembangunan
Perencanaan yang harus
Pembangunan diawasi I
|
KT.17 I
|
Pengelolaan Peraturan

Perundang-undangan Acuan |
|
|
KT.18 |
Pengelolaan Pembinaan I
Administrasi Umum —PI
Dan Penunjang Urusan |
Pemerintahan I

Daerah
|
|

KT.19
Anggaran |

Pengelolaan

Keuangan Dan 1
Kekayaan Daerah |
|
KT.20 DM I
Profesional |

Pengelolaan Sumber
Daya Aparatur Daerah

Masyarakat

Stakeholders

KT.02.01

Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

dan Pelayanan

dan Peningkatan
Pelayanan Transportasi

KT.03 KT. 04 KT. 05
Peningkat.arj Kualitas Peningkatan Derajat Penurunan Kemiskinan
Pendidikan Kesehatan dan Penyandang
Masyarakat Masyarakat Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
5 ) t
KT.06 KT.07 KT.08
Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas
Peningkatan Pelayanan Pelayanan
Kesempatan Kerja Administrasi Kebencanaan
Kependudukan
7'y
— Dampak
KT.09 KT.10 KT.11
Peningkatan Kualitas
Sarana, Prasarana Penurunan Kemacetan Penurunan

Lingkungan Kumuh,
Banjir dan Genangan

Pertanahan
KT.12 KT.13
Peningkatan Kualitas Peningkatan
Penataan Ruang dan Kualitas

Ketersediaan Ruang
Terbuka

Lingkungan Hidup

]

KT.14

Peningkatan
Investasi

KT.15

\ 4

Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat




Stakeholder

Masyarakat

KT.03. Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat

KT.01 Dok
Perencanaan
Perencanaan
Pembangunan
KT.16 Data &
Informasi
Pengelolaan Data,
Dokumentasi, Komunikasi
dan Informatika
Acuan
Penyeleng-
garaan
KT.17 Layanan
Pengelolaan Peraturan
Perundang-undangan
KT.18
Pengelolaan Administrasi Ilfebuakan,
Umum dan Penunjang ewenangan
Urusan Pemerintahan
Daerah
KT.19 A
Pengelolaan Keuangan nggaran
& Kekayaan Daerah
SDM
KT.20 Profesional
Pengelolaan Sumber
Daya Aparatur Daerah
KT.21 Masyarakat
Pembinaan yang tertib

Ketentraman dan
ketertiban masyarakat

>
"1

Peta Subproses

KT.03.01 Koordinasi,
dukungan
Peningkatan Kualitas | SPM
Pendidikan Anak Usia P
Dini dan non formal N KT.03.05
Pengembangan
Perpustakaan —
Koordinasi,
KT.03.02 dukungan
. . SDM dukungan dukungan
Penln.gk.atan kualitas Sarpras Sarpras
Pendidikan Sekolah  Ig- Perpustakaan Perpustakaan
Dasar
KT.03.06
Pengembangan
Kepemudaan <
KT. 03.03 Koordinasi,
dukungan
Peningkatan kualitas | SDM
Pendidikan Sekolah —
Menengah Pertama N
KT.03.07
Peningkatan
Pemasyarakatan
dan Prestasi
KT.03.04 Koordinasi, Olahraga
Peningkatan Mutu g;l;/lungan
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan — KT.03.08

Pengelolaan dan
Pelestariaan
Kebudayaan

|
| KT.01
1 Evaluasi
| Perencanaan
Pembangunan
|
|
|
|
| KT.02
| Audit
> Pengawasan
|
|
|
-
|
I KT.16
Pengelolaan Data,
I Database Dokumentasi,
I — Komunikasi dan
Informatika
|
|
|
I KT.17
I Produk Pengelolaan
Hukum Peraturan
| Perundang-
I undangan
|
|
|
d




Peta Subproses

KT.04. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Stakeholders

Masyarakat

KT.01

Perencanaan
Pembangunan

KT.16

Pengelolaan Data,
Dokumentasi, Komunikasi
dan Informatika

KT.17

Pengelolaan Peraturan
Perundang-undangan

KT.18

Pengelolaan Administrasi
Umum dan Penunjang
Urusan Pemerintahan

Daerah

KT.19

Pengelolaan Keuangan
& Kekayaan Daerah

KT.20

Pengelolaan Sumber
Daya Aparatur Daerah

KT.21

Pembinaan
Ketentraman dan
ketertiban masyarakat

Dok
Perencanaan

Data &
Informasi

Acuan
Penyelen
ggaraan
Layanan

Kebijakan,
kewenangan

Anggaran

SDM
Profesional

Masyarakat
yang tertib

P === - —

e

KT.04.01

Peningkatan Upaya
Kesehatan
Masyarakat

f

Promosi kesehatan

¥

KT.04.02

Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit

KT. 04.03

Pelayanan Kesehatan

Koordinasi Penyelenggaraan
Pelayanan kesehatan

KT.04.04

Pelayanan RS

Koordinasi Penyelenggaraan
Pelayanan kesehatan

KT.04.05

Perencanaan dan
Pengembangan
RS

Koordinasi perencanaan &

pengembangan SDM,
Sarpras, Anggaran

KT.04.06

Pelayanan Medik

KT.04.07

Pegembangan
Sumber Daya
Kesehatan

dan Keperawatan
RS

Masyarakat

KT.01

Evaluasi

Perencanaan
Pembangunan

KT.02

Audit

—

Pengawasan

Database

Y

KT.16

Produk
Hukum

— o e o o ]

Pengelolaan Data,
Dokumentasi,
Komunikasi dan
Informatika

KT.17

Pengelolaan
Peraturan Perundang-
undangan




Peta Subproses

KT.05. Penurunan Kemiskinan Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Stakeholders

Masyarakat

Dok
KT.01
Perencanaan
Perencanaan
Pembangunan
KT.16 Data &
Pengelolaan Data, Informasi
Dokumentasi, Komunikasi
dan Informatika
Acuan
Penyelen
KL.uZ Layanan
Pengelolaan Peraturan v
Perundang-undangan
KT.18
Kebijakan,
Pengelolaan Administrasi kewenangan
Umum dan Penunjang >
Urusan Pemerintahan
Daerah
KT.19
Pengelolaan Keuangan Anggaran
& Kekayaan Daerah
KT.20 SDM
Profesional
Pengelolaan Sumber
Daya Aparatur Daerah
KT.21 Masyarakat
Pembinaan yang tertib

Ketentraman dan
ketertiban masyarakat

r————————————-————————————

————————————————————1

KT.05.01 KT.05.05
Perlindungan Pemberdayaan
dan Jaminan Koordinasi Perempuan

Sosial
Koordinasi 1
oordinast Koordinasi

KT.05.02 Koordinasi KT.05.06
Rehabilitasi < Perlindungan

sosial - Perempuan dan
> Anak
Koordinasi Koordinasi
KT. 05.03 KT.05.07
Pemberdayaan Pengendalian
sosial Penduduk
Koordinasi

KT.05.04 KT.05.08
Pemberdayaan f Peningkatan
kelembagaan < Keluarga Berencana
Kesejahteraan < dan Kesejahteraan

Masyarakat Koordinasi Keluarga

Masyarakat

Evaluasi

KT.01

Audit

Perencanaan
Pembangunan

KT.02

Database

\ 4

Pengawasan

KT.16

Produk
Hukum

Fmmmmmmmmm——

»
»

Pengelolaan Data,
Dokumentasi,
Komunikasi dan
Informatika

KT.17

Pengelolaan
Peraturan
Perundang-
undangan




KT.06. Peningkatan Kesempatan Kerja

Peta Subproses

Stakeholders

Masyarakat

KT.01

Perencanaan
Pembangunan

KT.16

Pengelolaan Data,
Dokumentasi, Komunikasi
dan Informatika

KT.17

Pengelolaan Peraturan
Perundang-undangan

KT.18

Pengelolaan Administrasi
Umum dan Penunjang
Urusan Pemerintahan

Daerah

Dok
Perencanaan

Data &
Informasi

Acuan
Penyelengga
raan
Layanan

Kebijakan,
kewenangan

KT.19

Pengelolaan Keuangan
& Kekayaan Daerah

KT.20

Pengelolaan Sumber
Daya Aparatur Daerah

KT.21

Pembinaan
Ketentraman dan
ketertiban masyarakat

Anggaran

SDM
Profesional

Masyarakat
yang tertib

. U

KT.06.01

Penempatan Tenaga
Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja

koordinasi

\ 4

KT.06.02

A

Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja

KT. 06.03

Pelatihan Kerja Dan
Peningktan
Produktivitas

koordinasi

Masyarakat

Evaluasi

KT.01

Perencanaan
Pembangunan

Audit

KT.02

v

Pengawasan

Database

_—

KT.16

Pengelolaan Data,
Dokumentasi,
Komunikasi dan
Informatika

Produk
Hukum

KT.17

R EEE L e P L L T

Pengelolaan
Peraturan
Perundang-
undangan




Peta Subproses

KT.07. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Stakeholders

Masyarakat

KT.01 Dok
Perencanaan
Perencanaan
Pembangunan
|
KT.16 Data & I
Pengelolaan Data, Informasi
Dokumentasi, Komunikasi |
dan Informatika I
Acuan
Penyelengga |
raan
KT.17 Layanan |
Pengelolaan Peraturan
Perundang-undangan |
|
KT.18 . I
Kebijakan, I
Pengelolaan Administrasi | kewenangan
Umum dan Penunjang "
Urusan Pemerintahan |
Daerah
|
|
KT.19 A
Pengelolaan Keuangan | ~nd9aran |
& Kekayaan Daerah |
|
KT.20 SDM |
Profesional I
Pengelolaan Sumber
Daya Aparatur Daerah |
KT.21 Masyarakat
Pembinaan yang tertib

Ketentraman dan
ketertiban masyarakat

KT.07.01

Pengelolaan Informasi
Administrasi
Kependudukan dan

<

Pemanfaatan Data Suport Data
A
Suport
Data
KT.07.02
KT.07.04
Pelayanan Koordinasi Pelayanan dan
Pendaftaran _ > pembinaan
Penduduk kecamatan dan
kelurahan
4
Koordinasi
KT. 07.03

Pelayanan dan
pencatatan sipil

I Evaluasi KT.01
| Perencanaan
I Pembangunan
|
|
|
[ KT.02
I — Pengawasan
|
|
|
| KT.16
I Database Pengelolaan Data,
- 5 Dokumenyasn,
| Komunikasi dan
Informatika
|
|
|
| Produk KT.17
[ Hukum Pengelolaan
R Peraturan
| > Perundang-
undangan




KT.08. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kebencanaan

Peta Subproses

Masyarakat

Stakeholders

KT.01 Dok
Perencanaan Perencanaan
Pembangunan
Data &
Informasi
KT.16 I
Pengelolaan Data,
Dokumentasi, |
Komunikasi dan Acuan I
Penyelengga I
KT.17 raan Layanan
Pengelolaan Peraturan |
Perundang-undangan I
|
KT.18 Kebijakan, |
Pengelolaan Kewenanoan
Administrasi Umum 9 |
dan Penunjang Urusan |
Pemerintahan Daerah I
|
KT.19 Anggaran
Pengelolaan Keuangan 99 |
& Kekayaan Daerah I
|
KT.20 SDM |
Pengelolaan Sumber Profesional I
Daya Aparatur Daerah I
|
KT.21 Masyarakat
Pembinaan yang tertib

Ketentraman dan
ketertiban masyarakat

OPD Terkait

I koordinasi

KT.08.01

Kesiapsiagaan Bencana

Pencegahan dan

koordinasi

KT.08.02

—

Penanganan
Kedaruratan dan
Logistik Bencana

koordinasi

KT. 08.03

KT. 08.04

Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Bencana

Peningkatan Sarana
Prasarana
Penanggulangan
Bencana

Evaluasi

Masyarakat

KT.01

Perencanaan

Audit

Pembangunan

KT.02

Pengawasan

I,

\ 4

Database

KT.16

Pengelolaan Data,

Produk
Hukum

_— e EE S e e e o e e e e e e e s ol

v

Dokumentasi,
Komunikasi dan
Informatika

KT.17

Pengelolaan
Peraturan
Perundang-
undanaan




Peta Subproses

KT.09. Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana dan Pelayanan Pertanahan

Stakeholders

Masyarakat

Dok
KT.01
0 Perencana
Perencanaan
Pembangunan
KT.16 Data &
Pengelolaan Data, Informasi
Dokumentasi, Komunikasi
dan Informatika
Acuan

KT.17

Penyelengga
raan

=== == —— =

Pengelolaan Peraturan Layanan
Perundang-undangan
KT.18
- . Kebijakan,
Pengelolaan Administrasi kewenangan
Umum dan Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
KT.19
Pengelolaan Keuangan Anggaran
& Kekayaan Daerah
KT.20 SDM
Profesional
Pengelolaan Sumber
Daya Aparatur Daerah
KT.21 Masyarakat
Pembinaan yang tertib

Ketentraman dan
ketertiban masyarakat

|
|
I
|
I
I
|
I
|
|
ol
|
I
I
|
I
|
|
I
|
I
L

KT.09.01

Pembangunan
Gedung/Bangunan, sarana,
Prasarana dan Fasilitas
Pemerintah dan
Masyarakat

A

koordinasi

A 4

KT.09.02

Administrasi
Pertanahan

koordinasi

KT. 09.03

Penataan,
Penguasaan,
Pemilikan
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah

koordinasi

Evaluasi

Masyarakat

KT.01

n
>

Audit

Perencanaan
Pembangunan

KT.02

Database

Pengawasan

KT.16

Produk
Hukum

|
I
I
|
I
|
|
I
|
I
I
|
—
I
|
|
I
|
I
I
|
I
|

—

Pengelolaan Data,
Dokumentasi,
Komunikasi dan
Informatika

KT.17

Pengelolaan
Peraturan
Perundang-
undangan




Peta Subproses

KT.10. Penurunan Kemacetan Dan Peningkatan Pelayanan Transportasi

Masyarakat

Stakeholders

KT.01 Dok
Perencanaan
Perencanaan
Pembangunan
KT.16 Data &
Pengelolaan Data, Informasi
Dokumentasi, Komunikasi
dan Informatika
Acuan
KT 17 Penyelenggara
Pengelolaan Peraturan | &1 Layanan
Perundang-undangan
KT .18 Kebijakan,
Pengelolaan Administrasi kewenangan
Umum dan Penunjang >
Urusan Pemerintahan
Daerah
KT.19 A
Pengelolaan Keuangan nggaran
& Kekayaan Daerah
KT.20 SDM
Profesional
Pengelolaan Sumber
Daya Aparatur Daerah
KT.21 Masyarakat
Pembinaan yang tertib

Ketentraman dan
ketertiban masyarakat

Dukungan Perencanaan

KT.10.01

!

Perencanaan Teknis
Jalan, Jembatan,
Sumber Daya Air dan
Drainase

KT.10.04

Dukungan Perencanaan

Pengembangan
sistem transportasi

KT.10.02

A
koordinasi

A\ 4

Operasional dan
pemeliharaan jalan,
jembatan, sumber daya
air dan drainase

KT.10.05

Pengelolaan
Angkutan

A
Koordinasi
Pelayanan

A 4

koordinasi

KT. 10.03

KT.10.06

Penyelenggaraan
jalan dan jembatan

Pengelolaan Lalu
Lintas

KT.10.07

Pengembangan dan
pengelolaan
penerangan jalan
Umum

Evaluasi

Masyarakat

KT.01

\ 4

Audit

Perencanaan
Pembangunan

KT.02

\ 4

Database R

Pengawasan

KT.16

>

Produk
Hukum

Pengelolaan Data,
Dokumentasi,
Komunikasi dan
Informatika

KT.17

Pengelolaan
Peraturan Perundang-
undangan




KT.11. Penurunan Lingkungan Kumuh, Banjir dan Genangan

Peta Subproses

Stakeholders

Masyarakat

KT.01 Dok
Perencanaan
Perencanaan I
Pembangunan I
|
KT.16 Data & I
Pengelolaan Data, Informasi
Dokumentasi, Komunikasi |
dan Informatika I
Acuan I
Penyelenggara
KT.17 an Layanan I
Pengelolaan Peraturan
Perundang-undangan |
|
KT.18 |
. - Kebijakan, |
Pengelolaan Admlnl_stra5| kewenangan
Umum dan Penunjang >
Urusan Pemerintahan I
Daerah |
|
KT.19 |
Anggaran
Pengelolaan Keuangan % |
& Kekayaan Daerah I
|
KT.20 DM
Profesional |
Pengelolaan Sumber |
Daya Aparatur Daerah I
|
KT.21 Masyarakat I
Pembinaan yang tertib I

Ketentraman dan
ketertiban masyarakat

KT.11.01 KT.11.06
Pengembangan Penataan
Perumahan dan 44— Lingkungan Hidup

Kawasan Permukiman < =

KT.11.02

\ 4

KT.11.07

Pengembangan Air
Minum dan Pengelolaan

Penataan dan

I V'

Peningkatan

Air Limbah Kapasitas
Lingkungan Hidup
\ 4 Lr
KT. 11.03 KT11.05
Perencanaan Teknis | Pengembangan
Jalan, Jembatan, “| Sumber Daya Air

Sumber Daya Air dan
Drainase

KT11.04

Operasional Dan
Pemeliharaan Jalan,
Jembatan, Sumber Daya
Air Dan Drainase

Dan Drainase

A

<4 : Koordinasi
—_— Dukungan Perencanaan

Masyarakat

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
—p
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

KT.01
Evaluasi
> Perencanaan
Pembangunan
KT.02
Audit
Pengawasan
KT.16
Database Pengelolaan Data,
Dokumentasi,
Komunikasi dan
Informatika
KT.17
Produk
Hukum Pengelolaan
IS Peraturan
Perundang-
undangan




Peta Subproses

KT.12. Peningkatan Kualitas Penataan Ruang dan Ketersediaan Ruang Terbuka

Stakeholders

Masyarakat

KT.01 Dok
Perencanaan
Perencanaan
Pembangunan
KT.16 Data &
Informasi
Pengelolaan Data,
Dokumentasi, Komunikasi
dan Informatika
Acuan
Penyelengga
KT.17 raan Layanan
Pengelolaan Peraturan
Perundang-undangan
KT.18
Kebijakan,
Pengelolaan Administrasi kewenangan
Umum dan Penunjang >
Urusan Pemerintahan
Daerah
KT.19
Anggaran
Pengelolaan Keuangan
& Kekayaan Daerah
KT.20 SDM
Profesional
Pengelolaan Sumber
Daya Aparatur Daerah
KT.21 Masyarakat
yang tertib
Pembinaan

Ketentraman dan
ketertiban masyarakat

e e e e —————

KT.12.01

Penataan
ruang

koordinasi

4

KT.12.02

Pengembangan
Pertamanan dan
dekorasi kota

Evaluasi

Audit

Masyarakat

KT.01

Perencanaan
Pembangunan

KT.02

Database |

Pengawasan

KT.16

Produk
Hukum

Pengelolaan Data,
Dokumentasi,
Komunikasi dan
Informatika

KT.17

A 4

Pengelolaan
Peraturan
Perundang-
undangan




Peta Subproses

. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Stakeholders

Masyarakat

KT.01 Dok
Perencanaan
Perencanaan
Pembangunan
KT.16 Data &
Pengelolaan Data, Informasi
Dokumentasi, Komunikasi |
dan Informatika I
Acuan I
Penyelenggara
KT.17 an Layanan I
Pengelolaan Peraturan
Perundang-undangan |
|
KT.18 |
Kebijakan,

Pengelolaan Administrasi kewenangan |
Umum dan Penunjang >
Urusan Pemerintahan

Daerah |

|

KT.19 |
Anggaran

Pengelolaan Keuangan |

& Kekayaan Daerah I

I

KT.20 SDM I
Profesional

Pengelolaan Sumber |

Daya Aparatur Daerah

KT.21 Masyarakat
Pembinaan yang tertib

Ketentraman dan
ketertiban masyarakat

Masyarakat

KT.01
Evaluasi
—»  Perencanaan
|
|
KT.13.01 Koordinasi KT.13.03 I
|
Penataan Pengendalian I i KT.02
Lingkungan Hidup N Pencemaran dan Audit
. Kerusakan I —»  Pengawasan
Linakunaan I
|
Koordinasi Koordinasi o Koordinasi I
Koordinasi I
KT.16
|
KT. 13.02 KT. 13.04 : Database | Peggslma;:tgs?ta’
Penataan dan Peningkatan I Kolr'r}unika:_ikdan
Peningkatan N Kebersihan dan nformatika
Kapasitas Lingkungan Pengelolaan Sampah |
Hidup Koordinasi I
|
Hukum Pengelolaan
> Peraturan
Perundang-
undangan




Peta Subproses

KT.14. Peningkatan Investasi

Stakeholders

Masyarakat

KT.01 Dok |
Perencanaan
Perencanaan |
Pembangunan |
|
KT.16 Data & |
Pengelolaan Data, Informasi |
Dokumentasi, Komunikasi
dan Informatika |
Acuan |
KT 17 Penyelenggara |
an Layanan
Pengelolaan Peraturan |
Perundang-undangan I
|
KT.18 .
Kebijakan, |
Pengelolaan Administrasi kewenangan I
Umum dan Penunjang N
Urusan Pemerintahan |
Daerah
|
|
KT.19
Anggaran |
Pengelolaan Keuangan
& Kekayaan Daerah |
|
KT.20 SDM |
Profesional |
Pengelolaan Sumber
Daya Aparatur Daerah |
|
KT.21 Masyarakat I
. terti
Pembinaan yang tertib I
Ketentraman dan |
ketertiban masyarakat I

KT.14.01

vy *

Pelayanan
Penanaman Modal

KT.14.08

{

KT.14.02

Pelayanan Perizinan
Pemerintahan dan
Kesejahteraan
Masyarakat

A

A

KT. 14.03

Pelayanan
Perizinan
Pembangunan

KT.14.04

\4

Pengelolaan data dan
advokasi perizinan dan
non perizinan

KT.14.05

Pengawasan dan
pelayanan bangunan

KT.14.06

Pengembangan
Perindustrian

{

KT.14.07

\4

Pengembangan
Perdagangan

v

Pengembangan
Pariwisata

KT.14.09

A

v

Pengembangan
Kerjasama dan
Perekonomian Daerah

L e e e e e e e e |

I—

Masyarakat

_—— - - - - - - . O - - O e e e e e s ol

KT.01
Evaluasi
—— 3y  Perencanaan
Pembangunan
KT.02
Audit
—> Pengawasan
KT.16
Database Pengelolaan De_lta,
5 Dokumentasi,
Komunikasi dan
Informatika
Produk KT.17
Hukum Pengelolaan
> Peraturan
Perundang-
undangan

4———  Koordinasi
=y : Dukungan data




Peta Subproses

. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Stakeholders

Masyarakat

KT.01 Dok
Perencanaan
Perencanaan
Pembangunan I
|
KT.16 Data & I
Informasi
Pengelolaan Data, nformasi
Dokumentasi, Komunikasi |
dan Informatika |
Acuan
Penyelenggara |
KT.17 an Layanan |
Pengelolaan Peraturan
Perundang-undangan |
|
KT.18 - |
Kebijakan,
Pengelolaan Administrasi kewenangan |
Umum dan Penunjang > |
Urusan Pemerintahan
Daerah |
|
KT.19 |
Anggaran
Pengelolaan Keuangan I
& Kekayaan Daerah I
|
KT.20 SDM
Profesional |
Pengelolaan Sumber |
Daya Aparatur Daerah
|
|
KT.21 Masyaralfat
yang tertib |
Pembinaan

Ketentraman dan
ketertiban masyarakat

KT.15.01

O OEEE EaE BN SN BN BN BN BN SN BEE BN B B S B e .

Pembinaan Koperasi

KT.15.04

KT.15.02
Koordinasi
Pengembangan dan < > Pemberdayaan dan
Pembinaan UMKM
A
Koordinasi Koordinasi
KT.14.09
> Pengembangan <
Kerjasama dan
Perekonomian Daerah
A
Koordinasi
v
KT.15.03
> Peningkatan Ketersediaan, —
Distribusi dan Penanganan
Kerawanan Pangan
Suport Data Suport Data
KT.15.05

Peningkatan
Produktivitas Perikanan

Peningkatan Produktivitas
Pertanian dan Peternakan

Evaluasi

Masyarakat

KT.01

Audit

Perencanaan
Pembangunan

KT.02

A 4

Database

Pengawasan

KT.16

A 4

Produk
Hukum

e R

.
>

Pengelolaan Data,
Dokumentasi,
Komunikasi dan
Informatika

KT.17

Pengelolaan
Peraturan
Perundang-
undangan

: Koordinasi

: Dukungan data




Peta Subproses

KT.16. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Komunikasi dan Informatika

Stakeholders

Masyarakat

r RN WD DD T ——————— -

Pengelolaan Sumber
Daya Aparatur Daerah

KT.01 Dok |
Perencanaan |
Perencanaan
Pembangunan |
Acuan I
KT.17 Penyelenggara |
Pengelolaan Peraturan an Layanan |
Perundang-undangan |
|
KT.18 . I
Kebijakan, I
Pengelolaan Administrasi kewenangan .
Umum dan Penunjang q |
Urusan Pemerintahan I
Daerah
|
KT.19 |
Anggaran
Pengelolaan Keuangan |
& Kekayaan Daerah |
|
KT.20 SDM
Profesional 1
|

e o e e e e e e e e e e e e e

KT.16.01

Pengelolaan Statistik

dan Pemberdayaan

Teknologi Informasi
dan Komunikasi

A

koordinasi
\ 4

KT.16.03

Pengembangan
e-Government

support

A 4

KT.16.04

Peningkatan
Diseminasi
Informasi dan
Komunikasi Publik

A
Dukungan

sarpras

KT.16.05

Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Teknologi Informasi
dan Komunikasi dan
Persandian

KT.16.02
koordinasi
<4—— 3| Pengembangan
»| dan Dokumentasi
Kearsipan
koordinasi
koordinasi

Evaluasi &

—
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

KT.01
Support Data
> Perencanaan
Pembangunan
. KT.02
Audit
Pengawasan
KT.17
Produk
Hukum Pengelolaan
> Peraturan
Perundang-
undangan
Masyarakat KT.21
yang tertib Pembinaan
— Ketentraman dan
ketertiban
masyarakat




Peta Subproses

KT.17. Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan

Stakeholders

KT.01
Prolegda
Perencanaan
Pembangunan
KT.18
. - Kebijakan,
Pengelolaan Administrasi kewenanga
Umum dan Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
KT.19
Anggaran
Pengelolaan Keuangan
& Kekayaan Daerah
KT.20 SDM
Profesional

Pengelolaan Sumber
Daya Aparatur Daerah

KT.17.01

Pengembangan
Produk Hukum
Daerah dan
Pembinaan HAM

KT.01
Evaluasi
> Perencanaan
Pembangunan

|
I KT.02

Audit
| Pengawasan
|
|
|—

Database
| Peraturan KT.16
| Perundangan Pengelolaan Data,

| Dokumentasi, Komunikasi
| dan Informatika
|
|
d
KT.21
Penegakan Pembinaan

[
>

Ketentraman dan
ketertiban masyarakat




Pengelolaan Sumber
Daya Aparatur Daerah

Masyarakat

Humas Protokol DPRD

KT.18.10

Penelitian dan
Pengembangan
Pembangunan

|
KT.18.01
Stakeholders |
| Fasilitasi
KT.01 Dok [ Penganggaran DPRD
Perencanaan
Perencanaan | I Koordinasi
Pembangunan |
I KT.18.03
| Fasilitasi
Administrasi Keuangan
I DPRD
|
Koordinasi
KT.16 Data & I
Pengelolaan Data, Informasi :I KT.18.02
Dokumentasi, Komunikasi I
dan Informatika Fasilitasi
| Pengawasan DPRD
|
|
| KT.18.04
| I .
KT.20 SDM Fasilitasi Persidangan
Profesional | Perundang-undangan dan
|
|
|
|
|
|

Seluruh OPD

Peta Subproses
KT.18. Pengelolaan Administrasi Umum dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

KT.03

\ 4

Peningkatan Kualitas
Pendidikan Masyarakat

| Audit KT.02
I " Pengawasan
KT.18.05 I KT.04
| »  Peningkatan Derajat
> Tata !(E|O|a Kesehatan Masyarakat
Pemerintahan I KT.05
| > Penurunan Kemiskinan
A dan PMKS
Koordinasi | KT.06
| > Peningkatan
¢ KT.18.06 Kesempatan Kerja
| KT.07
Kogrdingsi | Pembinaan organisasidan | | »|  Peningkatan Kualitas
Tata Laksana Pelayanan Adm.
| Kependudukan KT.08
I > Peningkatan Kualitas
Koordinasi Pelayanan Kebencanaan
v | KT.09
I _ Peningkatan Kualitas
KT.18.07 ” Sarana, Prasarana dan
o | Pelayanan Pertanahan KT.10
Pem .Inaan I o Penurunan Kemacetan
Pemerintahan " dan Peningkatan
| KT.11 Pelayanan Transportasi
I _ Penurunan Lingkungan
g Kumuh, Banjir dan
<+ KT.18.8 | Genangan KT.12
N Pengadaan Barang I Peningkatan Kualitas
» dan J Penataan Ruang dan
an Jasa | KT.13 Ketersediaan Ruang
I > Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
Dukuhgan KT.18.09 | KT.14
data I > Peningkatan Investasi
Pengelolaan Keprotokolan
& Komunikasi Pimpinan | KT.15 -
Pemberdayaan Ekonomi
—p
I Masyarakat

Seluruh OPD




KT.19. Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Peta Subproses

Stakeholders

KT.17 Acuan/Dasar
Hukum
Pengelolaan Peraturan
Perundang-undangan
KT.01 Dokumen
Perencanaan
Perencanaan >
Pembangunan
KT.20 SDM
Profesional

Pengelolaan Sumber Daya
Aparatur Daerah

Seluruh OPD

KT.19.02

Pendataan,
Verifikasi dan
Pengolahan Data

Data
y

KT.19.03

Penetapan, Penagihan
dan Penyelesaian
Piutang PBB dan

BPHTB

Laporan

Data

Y

KT.19.01

Pelayanan PBB dan
BHTB

KT.19.04

Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Lainnya

Laporan

Laporan

KT.19.05

Pengelolaan
Anggaran Daerah

Koordinasi

\4

KT.19.06

\ 4

Penatausahaan dan
Akuntansi
Keuangan Daerah

Koordinasi

KT.19.07

Pengelolaan Aset
Daerah

_ KT.02
Audit
> Pengawasan
Produk KT.17
Hukum Pengelolaan Peraturan
”|  Perundang-undangan
KT.18
Pengelolaan
keuangan Pengelolaan

v

Administrasi Umum
dan Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Seluruh OPD




Peta Subproses

KT.20. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Stakeholders

Program pengembangan

KT.01 Dok
Perencanaan — e mm mm e e
Perencanaan /=== ====
Pembangunan I
e Data & : KT.20.04
Informasi
Pengelolaan Data, I Pengembangan
Dokumentasi, Komunikasi Kompetensi Aparatur
dan Informatika I KT.20.02
Acuan |
KT.17 Penyelenggara Pelayanan Mutasi Koordinasi
an Layanan I Aparatur
Pengelolaan Peraturan > [
Perundang-undangan | yY KT.20.05
Koordinasi Pembinaan dan
v engembangan Korpri
KT.18 I pens & P
Kebijakan, | KT.20.03
Pengelolaan Administrasi kewenangan
Umum dan Penunjang | Pembinaan Aparatur [ T
Urusan Pemerintahan I - Koordinasi
Daerah oordinasi
|
KT.19
Anggaran L

Pengelolaan Keuangan
& Kekayaan Daerah

Seluruh OPD

Input kebutuhan SDM

[
>

KT.03

v

Peningkatan Kualitas
Pendidikan Masyarakat

Masyarakat

KT.02
Audit
Pengawasan
KT.04
> Peningkatan Derajat
KT.05 Kesehatan Masyarakat
> Penurunan Kemiskinan dan
PMKS
KT.06
> Peningkatan
KT.07 Kesempatan Kerja
IS Peningkatan Kualitas
Pelayanan Adm. KT.08
Kependudukan .
< Peningkatan Kualitas
g Pelayanan Kebencanaan
KT.09
> Peningkatan Kualitas
Sarana, Prasarana dan
Pelayanan Pertanahan KT.10
».| Penurunan Kemacetan dan
»
Peningkatan Pelayanan
KT.11 Transportasi
IS Penurunan Lingkungan
Kumuh, Banjir dan
Genangan KT.12
_ Peningkatan Kualitas
o Penataan Ruang dan
KT.13 Ketersediaan Ruang Terbuka
L Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidu
ingkung P KT.14
a Peningkatan Investasi
KT.15
Pemberdayaan Ekonomi
_>

Seluruh OPD




Peta Subproses

KT.21. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

|
I KT.21.01 | Masyarakat
Stakeholders | |
| Penegakan Produk | I
< KT.02
I Hukum Daerah Penyiapan
KT.01 Dok bahan KT.21.05 | — Pengawasan
Perencanaan | kebijakan ' I Audit
Perencanaan Pembinaan Wawasan
Pembangunan | v Ketahanan Bangsa dan I
I Politik Dalam Negeri
KT.21.02 |
< AA
I Peningkatan < I
Dukungan data I Ketentraman dan |
Peraturan I Ketertiban Umum I
KT.17
Perundangan I A
Pengelolaan Peraturan :l Dukungan I
Perundang-undangan I
Dukungan
I KT.21.03 ¢ |
| Pembinaan < Coordinae |
oordainasi
| Masyarakat I
KT.20 SDM | |
Profesional | Produk KT.17
Pengelolaan Sumber | Hukum
Daya Aparatur Daerah I I »| Pengelolaan Peraturan
I KT.21.04 Perundang-undangan
|
| Pembinaan I
Masyarakat | Satlinmas < Koordinasi I
| |
S |



B. PETA SUB PROSES BISNIS PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Peta Subproses

KT.01. Perencanaan Pembangunan

|
Fasilitasi Proses I
penganggaran, Dan I KT.01.01 I
usulan I
KT.18 program/kegiatan Perencanaan Dan [
| Evaluasi Pembangunan KT.02
Pengelolaan I
Administrasi Umum | Pengusulan I Audit Pengawasan
dan Penunjang Urusan | Anggaran
Pemerintahan Daerah I Kegiatan |
|
: |
I KT.01.02
| KT.01.05 |
Perencanaan . | KT.19
I Kemasyarakatan Dan Pembangunan Pengelolaan
— ] Ekonomi Daerah i Kebijakan Keuangan &
| Kekayaan
| I Daerah
I KT.01.03 I
|
Perencanaan |
|
Pembangunan Sarana |
I Prasarana Wilayah Dan Koordinasi dan | KT.17
| Lingkungan Hidup pembinaan arah kebijakan I produk
roau
KT.20 | pembangunan Hukum Pengelolaan
SDM I I Peraturan
Pengelolaan Profesional I Perundang-
Sumber Daya | I undangan
Aparatur Daerah
I KT.01.04 I
|
Perencanaan — |
| Pembangunan I
| Pemerintahan Dan
I Otonomi Daerah I
I |
|




Peta Relasi

KT.01. Perencanaan Pembangunan

Stakeholders

OPD

Masyarakat

r————————————————————1

Pembangunan Daerah

L e e e e e e e e e e e e e e e - - 1

|
|
|
|
Badan Perencanaan dan [ Sekretariat Daerah ] I
|
|
|
|



Stakeholders

OPD

Masyarakat

Peta Relasi
KT.02. Pengawasan




Peta Relasi

KT.03. Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat

Stakeholders

OPD

Masyarakat

4 N\
Dinas Perpustakaan dan
Arsip
\_ J

4 )
Dinas Kebudayaan dan Dinas Pemuda dan
Pariwisata Olahraga




Stakeholders

Masyarakat

Peta Relasi
KT.04. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah




Peta Relasi
KT.05. Penurunan Kemiskinan dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

Stakeholders

Masyarakat

[ Dinas Sosial ]

[ Sekretariat Daerah ]




Stakeholders

Masyarakat

Peta Relasi
KT.06. Peningkatan Kesempatan Kerja




Peta Relasi
KT.07. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

|

|

|

Stakeholders |
. J I
|

|

|

|

|

Masyarakat Kecamatan




Peta Relasi

KT.08. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kebencanaan

OPD terkait

Stakeholders

Masyarakat

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah




Peta Relasi
KT.09. Peningkatan Kualitas Sarana, Prasarana dan Pelayanan Pertanahan

Stakeholders

( )

Dinas Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum dan
Permukiman dan Pertanahan Penataan Ruang

& J

|

|

|

|

|

Dinas Lingkungan Hidup Bencana Daerah |

G J |
|

|

Masyarakat




Peta Relasi
KT.10. Penurunan Kemacetan dan Peningkatan Pelayanan Transportasi

Stakeholders Dinas Perhubungan

Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang

Masyarakat




Peta Relasi
KT.11. Penurunan Lingkungan Kumuh, Banjir Dan Genangan

4 N\
Dinas Lingkungan
Hidup

Stakeholders

Permukiman dan Pertanahan Penataan Ruang

Masyarakat

|

|

|

|

Dinas Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum dan |

[ J | J
|

|

|

|



Peta Relasi
KT.12. Peningkatan Kualitas Penataan Ruang dan

Ketersediaan Ruang Terbuka

Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang
. J

Stakeholders

Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata

Masyarakat

|
|
|
|
|
r 2 |
|
|
|
|



Stakeholders

Masyarakat

Peta Relasi
KT.13. Peningkatan kualitas lingkungan hidup




Stakeholders

Masyarakat

Peta Relasi
KT.14. Peningkatan Investasi

Dinas Perindustrian, Dinas Kebudayaan dan
Perdagangan, Koperasi dan UKM Pariwisata

|

|

|

|

'
Perijinan Terpadu Satu Pintu |

|

|

|

|

Dinas Perumahan, .
[Permukiman dan Pertanahan] [ S TRET e ]




Stakeholders

Masyarakat

Peta Relasi
KT.15. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan UKM

[ Sekretariat Daerah ] [ Dinas Ketahanan Pangan ]




Peta Relasi
KT.16. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Komunikasi dan Informatika

Stakeholders

Masyarakat

Dinas Komunikasi dan
Informatika




Stakeholders

Masyarakat

Peta Relasi
KT.17. Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan




Peta Relasi

KT.18. Pengelolaan Administrasi Umum dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

P e e mm mm mm mm o Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em o Em Em Em Em Em Em Em Em Em Em R Em Em Em Em Em Em Em Em o Em Em Em Em Em my

I e N e ) e A |
. . . . Di P M |
I Sekretariat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Dinas Pemuda dan Olahraga Tas enanaman od‘a I
[ Perijinan Terpadu Satu Pintu |
\ Y, \ J \ y,
| |
e N . s N\
I . Dinas Pemben-iayaan Dinas Kebudayaan dan . . I
| Sekretariat DPRD Perempuan, Pe'rllndungan Pariwisata Dinas Sosial |
I § y Anak, Pengendalian Penduduk \ y, I
dan Keluarga Berencana
I e N J ( ™) |
| Inspektorat e A Dinas Perpustakaan dan Arsip Satuan Polisi Pamong Praja |
Masyarakat | \ y, Dinas Ketahanan Pangan \ J l
I L ) I
| 4 ) ( )
Seluruh OPD r ~ Badan Perencanaan dan Dinas Perindustrian, |
| Dinas Pendidikan Dinas Lingkungan Hidup Pembangunan Daerah Perdagangan, Koperasi &UKM |
. J
| \ J L ) I
Stakeholders I ( N 2 |
I . Dinas Kependudukan dan Badan Pengelola Keuangan Dinas Perumahan, Permukiman |
I Dinas Kesehatan Pencatatan Sipil Daerah dan Pertanahan I
\ J \ y,
|
| , o . -
. ) Dinas Komunikasi dan
. Badan Pendapatan Daerah i
| Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Perhubungan = Informatika |
& J . J
| \ ) \ J I
| s A e N e ™ |
I Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Kesatuan Bangsa dan Badan Kepegawaian dan e I
Penataan Ruang Politik Pendidikan SDM
| \ J \ J & J |
L _— L] _— _— L] _— L] L] _— L] _— _— L] _— L] L] _— L] _— _— L] _— L] L] _— L] _— _— L] _— L] L] _— L] _— _— L] _— L] L] _— L] _— I



Peta Relasi

KT.19. Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Seluruh OPD

Stakeholders

( )
Badan Pengelola Keuangan

Daerah

Badan Pendapatan Daerah




Peta Relasi

KT.20. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Seluruh OPD

Stakeholders

e )
Badan Kepegawaian dan

Pendidikan SDM

Sekretariat daerah




Peta Relasi

KT.21. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Stakeholders

OPD

Masyarakat

[ Sekretariat Daerah ]
Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik




C. PETA RELASI PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Peta Relasi
KT.01. Perencanaan Pembangunan

Stakeholders

OPD

Masyarakat




KT.01.01 : Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan

DPRD/
Tim Anggaran

Arahan Walikota terkait
Penyusunan Rencana

Walikota dan Evaluasi Koordinasi Koordinasi
Pembangunan Dokumen Pengesahan
Pengaggaran Dokumen
A Perencanaan
v v
i Produk Hukum
Sekretariat
Disposisi Perencanaan
Daerah/TAPD Pembangunan
|
Mengoordinasikan
Kepala Pelaksanaan Perencanaan Pelaporan
Bappeda Pembangunan Daerah, p
Penelitian & Pengembangan
Bidang y *k y v
M inasi inasi . .
Perencanaan engoordinasikan dan Koordinasi Pengendalian Evaluasi
Melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan b pembangunan
Pembanglfnan' Dokumen Perencanaan Pembangunan
Evaluasi & Perencanaan Pembangunan
Pelaporan ¥
|
Menyusun
sel h OPD Dokumen
eluru Perencanaan
Pedoman
K/L Terkait Perencanaan

dan Evaluasi
Pembanguan




KT.01.02 : Perencanaan Pembangunan Sosial Kemasyarakatan Dan Ekonomi

DPRD/
Tim Anggaran
—
Arahan Kebijakan Pembangunan
. Bidang Perencanaan
Walikota Pembangunan Sosial
Kemasyarakatan Dan Ekonomi
A
—
Sekretariat Penyiapan Bahan
Daerah/TAPD Kebijakan & Pembinaan
Pembangunan —
—
Kepala Mengoordinasikan Koordinasi Koordinasi
Perencanan Penganggaran Pengesahan
Bappeda Pembangunan Daerah _y Perencanaan Dokumen
e PEMbangunan | Perencanaan
Bidang Bidang Sosial Pembangunan
Perencanaan Koordinasi & Pelaksanaan Kemasvarakatah Bidang Sosial
Pembangunan, Penyusunan Dokumen ) Dan Ekonomi K;;“:?Ij;k;ta_”
. mi
Evaluasi & Perencanaan o
Pembangunan Koordinasi
Pelaporan
Dokumen f—
T Perencanaan
Bidang Koordinasi Dan Pembangunan
Perencanaan Pengembangan Serta Koordinasi & Menyusun Dokumen Bidang Sosial Dokumen
Sosial Pembinaan % Penyusunan Skala | Perencanan Kemasyarakatan Perencanaan
’ . Priori Pemb Dan Ek . Pembangunan
Kemasyarakatan & Program Dan Kegiatan rioritas embangunan an Ekonomi
Ekonomi Pembangunan
— —
OPD Ny Menyusun
Terkait Rencana Kerja
. Memberikan
K/L Terkait Pedoman




KT.01.03 : Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup

DPRD/
Tim Anggaran

—
Arahan Kebijakan Pembangunan
. Bidang Perencanaan
Walikota Pembangunan Sosial
Kemasyarakatan Dan Ekonomi
—
Sekretariat Penyiapan Bah‘?m Kebijakan Coordinasi
Daerah/TAPD & Pembinaan
Pembangunan —p Pengesahan
Dokumen
\ 4 Perencanaan
L Koordinasi Pembangunan
Kepala Meggoordmaykan Penganggaran Sarana dan
Bappeda Pemb enrenrfa:aDn rah Perencanaan Prasarana
embangunan Lae Pembangunan Wilayah & LH
Bidang Sarana dan ™=
. Prasarana
Perencanaan Koordinasi & Pelaksanaan Wilavah & LH
Pembangunan Penyusunan Dokumen y
’
Evaluasi & Pzer;ir;cna nuanaann Koordinasi
Pelaporan g Dokumen
v T Perencanaan - Y
L Pembangunan
. Koordinasi Dan
Bidang L Sarana dan Dokumen
Pengembangan Serta Koordinasi & Menyusun Dokumen p Perencanaan
Perencanaan Pembinaan = Penyusunan Skala Perencanan W.Irasar:agr:iH Pembangunan
Sarana dan Program Dan Kegiatan Prioritas Pembangunan aya Sapras Wilayah
Prasarana Pembangunan & LH
—
OPD Menyusun
Terkait Rencana Kerja
K/l. Terkait Memberikan

Pedoman




KT.01.04 : Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Otonomi Daerah

DPRD/
Tim Anggaran

—
Arahan Kebijakan Pembangunan
Bidang Perencanaan
Walikota Pembangunan Sosial
Kemasyarakatan Dan Ekonomi
—
. Penyiapan Bahan
Sekretariat Kebijakan & Pembinaan - Koordinasi
Daerah/TAPD Pembangunan Pengesahan
Dokumen
Perencanaan
. Koordinasi Pembangunan
Mengoordinasikan
Kepala Pgr S Penganggaran Pemerintahan &
Baboeda erencana Perencanaan OTODA
pp Pembangunan Daerah
Pembangunan
Bidang ™ Pemerintahan & ™™
. OTODA
Perencanaan Koordinasi & Pelaksanaan
Penyusunan Dokumen
Pembangunan,
Evaluasi & Perencanaan Koordinasi
Pembangunan
Pelaporan A Dokumen
¥ T Perencanaan ™ =
L Pembangunan
. Koordinasi Dan
Bldang N Pemerintahan Dokumen
Pengembangan Serta Koordinasi & Menyusun Dokumen 2 GTODA Perencanaan
Perencanaan Pembinaan ® Penyusunan Skala | Perencanan o Pembangunan
Pemerintahan Program Dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Pemerintahan
Pembangunan & OTODA
— —
OPD ) Menyusun
Terkait Rencana Kerja
. Memberikan
K/L Terkait Pedoman




KT.01.05 : Pembinaan Pembangunan Daerah

Arahan Walikota
tentang Administrasi

Walikota Dan Pengendalian Persetujuan
Pembangunan Ya
. v
Sekretariat < Persetui Memroses Produk
Daerah DiSpOSiSi ersetujuan Hukum/Kebijakan
L Tidak
A . \ 4
Kepala Bagian Mengoordinasikan Mengajukan
Pengendalian Pelaksanaan Dokumen
Pembinaan i
Pembangunan inaan Menyiapkan Rancangan Laporan
Administrasi Dokumen Kebijakan
& Dan Pengendalian Rumusan
Perencanaan Pembangunan Kebijakan - i
Administrasi
Dan v v v
— .
Pengendalian Melakukan evaluasi
Pembangunan Mengoordina dan pelaporan
Subbagian p Islikan Menyelengga Menyelengga pelaksanaan
o an rakan rakan kegiatan
Ke?uakan Administrasi Pengendalian
bidang Pembangunan Pembangunan A
Administrasi
Dan —
Pengendalian
Pembangunan
OPD
Lainnya | |
Memberikan
K/l_ Terkait Pedoman Pembinaan

Pembangunan




KT.02.01: Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Mengesahkan
. Program Kerja
Walikota Pengawasan
Tahunan
Menyusun ( \
Inspektur Pedoman Umum
Pengawasan
as \ 4 * v o
Melaksanakan
Inspektur .
P Audit Melaksanakan Melaksana Melaksanakan Pe”.““ta‘
Pembantu/ Review kan Pemantauan Melaksanakan khiran
Auditor Dokumen Evaluasi hasil audit dan Pendamping- T_mdak )
Perencanaan SAKlP’ evaluasi an Audit Melaksana- Lanjut Hasil
dan Laporan | LPPD, mmm [ksternal — kan Pengawasan
Keuangan SAKIP Pencegahan
OPD Korupsi >
[ | I J
BPK/APIP/ o Moo
APIP Lainnya —
[

KPK/Polres/
Kejaksaan

Kementerian
Dalam Negeri

Kementerian
PAN dan
RB

Menerbitkan kebijakan
Pengawasan

Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah




KT.03.01 : Peningkatan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal

Arahan Walikota tentang
Peningkatan kualitas

Walikota Pendidikan Anak Usia Dini Persetujuan
dan non formal Tidak Ya
A
Ya l
o A
Sekretariat . - ) Memroses Produk
Daerah Disposisi Persetujuan Hukum/Kebijakan
$ Tidak
Mengoordinasikan Menyiapkan
Pelaksanaan Urusan Dokumen Mengajukan Dokumen
Kepala Dinas Tentang Peningkatan | | Perencanaan Perencanaan Laporan
Pendidikan kualitas Pendidikan dan Dan Rancangan
Anak Usia Dini dan Rancangan Kebijakan
non formal Kebijakan
Teknis L
. R Tentang 2 4
p BI:?ng i Pe;in%katan Meng(lzordinasi ’I\(Aen\:)ellenggara Meny(:_(lenggar Men\;talj::ggar Melakukan evaluasi
empinaan ualitas an an Pelayanan akan ;
idik Penyusunan Penerbitan Izin Pembinaan Pembinaan dan pelaporan
PAUD & Pendidikan Y ! i elaksanaan
Anak Usia Dini Penetapan Dan Pendirian, Kelembagaan Minat, Bakat, p 3
Pendidikan dan non Pembinaan Penataan, Dan Sarana Prestasi, Dan kegiatan
Pelaksanaan Pembinaan dan Prasarana Pembangunan 7y
Non Formal formal Kurikulum Penutupan Pendidikan Anak Karakter
Muatan Lokal | Satuan PAUD | Usia Dini Dan | Peserta Didik
Serta Penilaian Dan Pendidikan Pendidikan Non PAUD Dan
PAUD & Pendidikan Non Formal Pendidikan
OPD Non Formal Formal Non Formal
Lainnya/
Stakeholder I
K/L

Memberikan
Pedoman Tentang

Peningkatan kualitas
Pendidikan Anak Usia
Dini dan non formal




KT.03.02 : Peningkatan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar

Arahan Walikota tentang
Peningkatan kualitas

Persetujuan

Walikota Pendidikan
Sekolah Dasar Tidak Ya
\ 4 v \ 4
Sekretariat Di . . Persetujuan Memroses Produk
Daerah ISpOsISI Hukum/Kebijakan
Tidak
L 2
Mengoordinasikan Menyiapkan Mengajukan Dokumen
. Pelaksanaan Urusan Dokumen Perencanaan
Kepala Dinas Tentang Peningkatan | | perencanaan Dan Rancangan Laporan
Pendidikan Peningkatan kualitas Dan Kebijakan
Pendidikan Rancangan
Sekolah Dasar Kebijakan
Teknis Tentang
Bid Peningkatan A 4 v A ¥
I ?ng kualitas Mengoordinasi Menyelenggara Menvelengear | [Vi€lakukan evaluasi
Pembinaan Pendidikan kan l;an Pz!ayar:én Menyelengga- e dan pelaporan
Penyusunan, enerbitan Izin rakan °
Sekolah Sekolah Dasar| Penetapan Dan Pendirian, pembim Pembinaan pelak§anaan
Dasar Pembinaan Penataan, Minat, Bakat, kegiatan
. Kelembagaan Prestasi. D
Pelaksanaan Pembinaan restasi, Dan Y
(SD/MI) Kurikulum dan Dan Sarana Pembangunan
Muatan Lokal — pm Penutupan — Prasarana e Karakter
Serta Penilaian Satuan Pendidikan Pesert.a .Didik
OPD Pendidikan Sekolah Pendidikan Sekolah Dasar Pendidikan
Lai / Dasar Sekolah Sekolah Dasar
alnnya Dasar
Stakeholder
Memberikan Pedoman
K/l. Tentang Peningkatan

kualitas Pendidikan
Sekolah Dasar




KT.03.03 : Peningkatan Kualitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Arahan Walikota tentang
Peningkatan kualitas Persetujuan
Walikota Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama Tidak Ya
Ya
v v
Sekretariat . . Persetujuan Memroses Produk
Disposisi Hukum/Kebijakan
Daerah
$ Tidak
Y |
Mengoordinasikan Menyiapkan Mengajukan Dokumen
. Pelaksanaan Urusan Dokumen Perencanaan
Kepala Dinas Tentang Peningkatan | | perencanaan Dan Rancangan Laporan
Pendidikan Peningkatan Kualitas Dan Kebijakan
Pendidikan Sekolah Rancangan
Menengah Pertama Kebijakan )
Teknis Tentan
Bidang Peningkatan v \ 4 v v |
— .
. kualitas Mengoordinasi Menyelenggara Menyelenggar Melakukan evaluasi
Pembinaan Pendidikan kan kan Pelayanan Menyelenggar akan q |
. . bi an pelaporan
Sekolah Sekolah Penyusunan, Penerbitan Izin akan Pembinaan e
h Menengah Penetapan Dan Pendirian, Pembinaan Minat, Bakat, pela §anaan
Menenga Pertama Pembinaan Penataan, Kelembagaan Prestasi, Dan kegiatan
Pertama Pelaksanaan Pembinaan dan Dan Sarana Pembangunan Y
Kurikulum Penutupan Prasarana Karakter
(SMP/MTS) Muatan Lokal Satuan kmPendidikan SekolaHumm ~Peserta Didik
Serta Penilaian Pendidikan Menengah Pendidikan
Pendidikan Sekolah Sekolah Pertama Sekolah
OPD Menengah Menengah Menengah
Lainnya/ Pertama Pertama Pertama
Stakeholder [
Memberikan Pedoman
K/L Tentang Peningkatan
kualitas Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama




KT.03.04 : Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Arahan Walikota tentang

Pembinaan Pendidik dan Persetujuan
Walikota Tenaga Kependidikan
Tidak Ya
v Ya \ 4
Sekretariat . . Persetujuan Memroses Produk
Daerah Disposisi Hukum/Kebijakan
¢ Tidak
Y
Mengoordinasikan Menyiapkan Mengajukan Dokumen
K | . Pelaksanaan Urusan Dokumen Perencanaan
epala Dinas Tentang Pembinaan Perencanaan Dan Rancangan Laporan
Pendidikan Pendidik dan Tenaga Dan Kebijakan
Kependidikan Rancangan
Kebijakan 'y
eknis Tentan
Pembinaan s 2 ,
i Pendidik dan . Melakukan evaluasi
Bldang Tenaga Mengoordinasi Menyelenggara Menyelenggara Mengoordinas dan pelaporan
Pembinaan d'i'k kan kan Pelayanan kan Upaya ikan Fasilitasi ka P
Ket Kependidikan Penyusunan Kepegawaian Peningkatan Penjaminan pela §anaan
etenagaan Rencana serta Kompetensi Mutu Satuan kegiatan
Kebutuhan dan Pembinaan dan Pendidikan Y
Penataan Pendidik dan Pengembangan dan Fsiitasi
Pendidik dan | Tenaga em  Pendidik dan Kegiatan
Tenaga Kependidikan Tenaga Kesiswaan
Kependidikan Kependidikan
OPD
Lainnya/
Stakeholder
Memberikan Pedoman
. Tentang Pembinaan
K/L Terkait

Pendidik dan Tenaga
Kependidikan




KT.03.05 : Pengembangan Perpustakaan

Kebijakan
Walikota Pengembangan
Perpustakaan
Rencana Program &
Kegiatan
Kepala DPAD Pengembangan
Perpustakaan
Bidang Melaksanakan Program
Pengembangan & Kegiatan
dan Pengembangan
Dok tasi Perpustakaan
okumentasi
id Menyiapkan dan Melakukan

Bidang mengolah data Pembinaan Pelayanan
Perpustakaan Perpustakaan Perpustakaan
Perpustakaan /- ™

Daerah Pelayanan

Suport data ” Perpustakaan
Perpustakaan

Perpustakaan

Masyarakat




KT.03.06 : Pengembangan Kepemudaan

Arahan Walikota

Persetujuan

Pengembangan
Kepemudaan

tentang
Walikota Pengembangan
Kepemudaan Tidak Ya
Ya
1! A 4
Sekretariat . - Persetujuan Memroses Produk
Disposisi Hukum/Kebijakan
Daerah :
L Tidak
|
Mengoordinasikan Mengajukan Dok
. jukan Dokumen
Kepala Dinas Pelaksanaan Urusan Perencanaan
Kepemudaan Tentang Menyiapkan Dan Rancangan Laporan
& Olah Raga Pengembangan Dokumen Kebijakan
Kepemudaan Perencanaan
Dan y A
Rancangan
Kebijakan v A 4 v
e .
Teknis Tentang Melakukan Evaluasi
. Pengembangan Dan Pelaporan
Bidang Kepemudaan Menyelenggara- Menyelenggarakan | Mengoordinasikan Pelaksanaan
Kepemudan kan Pembinaan, Pembgrdayaan Pengembangan, Kegiatan
Fasilitasi dan an Pemeliharaan dan
Pengembangan Pembangunan A
Pengemt_)ang.an Pemuda Sarana
Organisasi g Prasarana
Kepemudaan Kepemudaan
OPD
Lainnya/
Stakeholder | |
Memberikan
K/L Terkait Pedoman Tentang




KT.03.07 : Peningkatan Pemasyarakatan dan Prestasi Olah Raga

Arahan Walikota

tentang Peningkatan
Pemasyarakatan dan

Persetujuan

Pemasyarakatan da
Prestasi Olah Raga

n

Walikota
Prestasi Olah Raga Tidak Ya
Ya
\ 4 ¥
Sekretariat Disposis| Persetujuan Memroses Produk
Daerah Hukum/Kebijakan
L Tidak
|
. Mengoordinasikan Mengajukan Dokumen
Kepala Dinas Pelaksanaan Urusan Perencanaan
Kepemudaan Tentang Peningkatan Menyiapkan Dan Rancangan Laporan
& Olah Raga Pemasyarakatan dan Dokumen Kebijakan
Prestasi Olahraga Perencanaan
Dan y A
Rancangan
Kebijakan v v v
— .
Teknis Tentang Melakukan Evaluasi
Bid Peningkatan Dan Pelaporan
Idang Pemasyarakat'an Mengoordinasikan| [Menyelenggarakar| | Mengoordinasikan Pelaksanaan
Olah Raga dan Prestasi Dan Melakukan Upaya Pengembangan, Kegiatan
Olahraga Pembinaan Pemberdayaan Pemeliharaan dan
Dalam Rangka Olah Raga Pem;;?gi:nan *
Peningkatan Prasarana
Prestasi Olah Raga Keolahragaan
OPD
Lainnya/
Stakeholder | |
Memberikan
. Pedoman Tentang
K/L Terkait Peningkatan




KT.03.08 : Pengelolaan dan Pelestariaan Kebudayaan

Kebijakan Walikota
tentang pelestarian Persetujuan
Walikota kebudayaan dan
pembinaan kesenian Tidak
Ya
. v
Sekretariat Disposisi Persetujuan
Daerah
L Tidak
A
. Mengoordinasikan Mengaiuk
gajukan Dokumen
Kepala Dinas Pelaksanaan Urusan Perencanaan Laporan
Kebudayaan Bidang Kebudayaan & | | Menyiapkan Dan Rancangan Pengelolaa?n dan
& Pariwisata Pariwisata Dokumen pelestarian kebudayaan Pelestariaan
Perencanaan| |dan pembinaan kesenian Kebudayaan
Dan
A
Rancangan
pelestarian v
kebudayaan
dan M | K Melakukan
. pembinaan Menyelenggarakan enye erllglgara an Menyelenggarakan evaluasi dan
Bidang kesenian perlindungan, penge ;’ aan, pembinaan dan pelaporan
Kebudayaan pengembangan ppeenngims::gggh pengawasan pelaksanaan
dan pemanfaatan ’ perfilman kegiatan
e pengendalian
nilai-nilai budaya, penggunaan ry
tradisi, kesenian,
dan benda-benda [ | Presarana dan  jm
bersejarah sarana kesenian
OPD milik pemerintah
Lainnya Daerah
| ]
| |
Memberikan
pedoman
Kemendikbud pelestarian
kebudayaan dan
pembinaan kesenian




KT.04.01 : Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat

Arahan Walikota tentang|

Upaya Peningkatan Persetujuan
Walikota Kesehatan Masyarakat
Tidak Ya
Ya
$ v
Sekretariat . . Persetujuan Memroses Produk
Daerah D|SpOS|S| Hukum/Kebijakan
i Tidak
Mengoordinasikan Mengajukan Dokumen
Kepala Pelaksanaan Urusan Menyiapkan Perencanaan
Dinas Tentang Upaya Dokumen Dan Rancangan Laporan
Keseh Peningkatan Kesehatan | Perencanaan
esehatan Masyarakat Dan
Rancangan A
Kebijakan
Teknis v
—. .
Bidang Tentang Melakukan evaluasi
Bi Upaya dan pelaporan
Ina Peningkatan Menyelenggara- | |Menyelenggara-| |Menyelenggarakan pelaksanaan
Kesehatan Kesehatan kan Pembinaan | | kan Pembinaan Pembinaan kegiatan
Masyarakat Masyarakat dan Penlpgkatan .dan Kesehatan Anayk 7Y
Kualitas Peningkatan Sekoah, Remaja
Pelayanan - Gizi m dan Usia Lanjut
Kesehatan lbu dan Masyarakat
OPD Anak
Lainnya/
Stakeholder | |

Kementerian
Kesehatan

Memberikan Pedoman
Tentang Upaya
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat




KT.04.02 : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Arahan Walikota tentang

Pencegahan dan Persetujuan
Walikota Pengendalian Penyakit
Tidak Ya
v Ya A 4
Sekretariat . . Persetujuan Memroses Produk
Daerah Disposisi Hukum/Kebijakan
i Tidak
I |
Kepala Mengoordinasikan Mengajukan Dokumen
.p Pelaksanaan Urusan Menyiapkan Perencanaan
Dinas Tentang Pencegahan Dokumen Dan Rancangan Laporan
Kesehatan dan Pengendalian Perencanaan Kebijakan
Penyakit Dan
Rancangan A
Kebijakan
Bidang Teknis v v v
Pengendalian Tentang Melakukan evaluasi
p kit Pencegahan dan pelaporan
enyaki dan Menyelenggara Menyelenggara Menyelenggara pelaksanaan
Dan Pengendalian kan kan Surveilans kan Upaya - kegiatan
Kesehatan Penyakit Pengendalian Penyakﬁ dgn L{paya vy
Linek Penyakut Imunisasi Peningkatan
Ingkungan Menulardan | Kesehatan
Tldak Menular Lingkungan
OPD
Lainnya/
Stakeholder | [

Kementerian
Kesehatan

Memberikan Pedoman
Tentang Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit




KT.04.03 : Pelayanan Kesehatan

Arahan Walikota tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Persetujuan
Walikota Kesehatan Masyarakat
Tidak Ya
Ya
4 v
Sekretariat . .. Persetujuan Memroses Produk
Daerah Disposisi Hukum/Kebijakan
L Tidak
|
Kepala Dinas Mengoordinasikan Mengajukan Dokumen
Pelaksanaan Urusan Menyiapkan Perencanaan
Kesehatan Tentang Dokumen Dan Rancangan Laporan
Penyelenggaraan Perencanaan Kebijakan
Pelayanan Kesehatan Dan
Masvarakat Rancangan y
Kebijakan
Teknis Tentang| v A 4 A4 A4
Bidang Penyelengga Melakukan evaluasi
Pel raan Pelayanan Menyelengga dan pelaporan
elayanan Kesehatan kMe”Ve'e”ggara Menyelenggara rakan pelaksanaan
Kesehatan Masyarakat f;::;f;"\g;:: kan Pengawasan| | Menyelengga Pengawasan, kegiatan
dan Makanan , Pemblnaan.dan rakan Promosi Pemblnaan.dan x
Pengendalian Kesehatan Pengendalian
m Bidang Farmasi. p Masyarakat | Bidang
Makanan dan Pelayanan
Minuman Kesehatan
OPD Khusus
Lainnya/
Stakeholder | | [
Memberikan Pedoman
K/L Tentang Penyelenggaraan
Terkait Pelayanan Kesehatan

Masyarakat




KT.04.04 : Pelayanan RS

Laporan

Direktur Persetujuan Penyelenggaraan
RSUD W Pelayanan
. Ya i
Tidak Rumah Sakit
y
. Dukungan
Bagian Tata fungsi
Usaha Kehumasan
Menyusun
Dokumen
Bidang Perencanaan
Perencanaan dan "
Penelitian
Pengembangan
. v v v
B'dang Persiapan teknis
Pelayanan Medik | )| pelayanan
dan medik & Koordinasi
keperawatan pelayanan
Keperawatan medik dan
keperawatan
. Melaksanakan
Bldang h 4 pelayanan Monev
Pelayanan Keperawatan pelayanan RS
Penunjang
. Melaksanakan
Persiapan
. | pelayanan
Komite RS Teknis medik
Pelayanan
Rumah Sakit
Identifikasi
Instalasi kebutuhan pelayanan
Rumah Sakit
Kepala

Ruangan




KT.04.05 : Perencanaan dan Pengembangan RS

. Laporan
Direktur Persetujuan Perencanan dan
RSUD Pengembangan RS
Ya
1 | v
Bagian Tata Pengembangan Suport Suport
Sistem 5
Usaha Informasi Proses roses
Menyusun
Bidang Dokumen
p Perencanaan & Pengendalian
erencanaan Pengembangan 9
dan Penelitian
Pengembangan 7'y
Bidang L Z
4 N M
Pelayanan
Medik dan Menyusun
Keperawatan - pembangunan,
pengembangan, Melaksanakan Melaksanakan| | Menyelenggara- Menyelengggra_
dan pengembangan Survei IKM | | kan Pendidikan | | kan Penelitian
pengelolaan tipe rumah sakit Kesehatan Kesehatan
Bidang Penggmbangan bank data
Pel Sistem
e aya_nan Penyusunan usulan Informasi
Penunjang program, kegiatan,
kinerja dan
anggaran tahunan [
Pelayanan
Penunjang
Instalasi
p—
Komite RS




KT.04.06 : Pelayanan Medik dan Keperawatan RS

Direktur RSUD

Persetujuan

Ya

Laporan
Penyelenggaraan

Pelayanan Medik &
Keperawatan

Bagian Tata Dukungan
fungsi
Usaha Kehumasan
Menyusun
Dokumen
. Perencanaan
Bidang
Perencanaan dan
Penelitian >
Pengembangan
Bldang Identifikasi Persiapan teknis v v v
Pelayanan Medik kebutuhan pelayanan
dan pelayanan medik —»|  medik &
K dan keperawatan keperawatan Koordinasi
eperawatan - pelayanan
™= medik dan
Bidang keperawatan
Melaksanakan
Pelayanan pelayanan
Penunjang Keperawatan
—
Komite RS Melaksanakan
pelayanan
Persiapan medik -
teknis
. pelayanan
Instalasi medik &
keperawatan
—
Kepala Ruangan

Monev
pelayanan
medik dan

keperawatan




KT.04.07 : Pegembangan Sumber Daya Kesehatan

Walikota

Arahan Walikota
tentang

Pengembangan Sumber

Daya Kesehatan

Persetujuan

Tidak

Ya

Sekretariat

A 4

Ya

Persetujuan

A

y

Memroses Produk

Daerah D|SpOS|S| Hukum/Kebijakan
i Tidak
|

K Mengoordinasikan Mengajukan Dokumen

epala Pelaksanaan Urusan

. Perencanaan
Dinas Tentang Menyiapkan Dan Rancangan Laporan
Kesehatan Pengembangan Sumbe Dokumen Kebijakan
Daya Kesehatan Perencanaan
Dan A
Rancangan
Kebijakan v v v
Bidang —:I'eknis TEntang | Melakukan evaluasi
engembangan Menyelengg Menyelenggara dan pelaporan
Pengembangan Sumber Daya Menyelenggar arakan ykan - pelzksagaan
Sumber Daya Kesehatan akan Perencanaan Pengelolaan kegiatan
Sertifikasi Kebutuhan Program Y
Sumber Daya Dan Pembiayaan
ManusiaDan [ Pengadaan Dan Jaminan
Sarana Perbekalan Kesehatan
OPD Kesehatan Kesehatan Dinas
Lainnya/

Stakeholder

Kementerian
Kesehatan

Memberikan Pedoman

Tentang Pengembangan
Sumber Daya Kesehatan




KT.05.01 : Perlindungan dan Jaminan Sosial

Arahan Walikota

tentang Persetujuan
Walikota Perlindungan dan
Jaminan Sosial Tidak Ya
Ya
v \ 4
Sekretariat Di . Persetujuan Memroses Produk
Daerah Isposisi Hukum/Kebijakan
i Tidak
) 2
Mengoordinasikan
Pelaksanaan Urusan Mengajukan Dokumen
Kepala Dinas Tentang Perlindungan Menyiapkan Perencanaan Laporan
Sosial dan Jaminan Sosial Dokumen Dan Rancangan
Perencanaan Kebijakan
Dan y A
Rancangan
Bidang Kebijakan v v v
—_—
i Teknis Tentang Melakukan evaluasi
erlindungan
Dan Perlindungan dan pelaporan
: dan Jaminan Menze:enggarakan Menze:enggarakan Menyelenggarakan pelaksanaan
Jaminan Sosial perli elayanan eavanan Pemantauan, kegiatan
. erlindungan Sosial Jaminan Sosial Pengawasan dan
Sosial Pembinaan A
Terhadap Panti-
- Panti Sosial
OPD
Lainnya/
Stakeholder | [
Memberikan
K/L Terkait Pedoman Tentang

Perlindungan dan
Jaminan Sosial




KT.05.02 : Rehabilitasi Sosial

Arahan Walikota

Tentang Persetujuan
Walikota Rehab?litasi
Sosial Tidak Ya
Ya
i v
Sekretariat Di . Persetujuan Memroses Produk
Daerah Isposisi Hukum/Kebijakan
$ Tidak
. Mengoordinasikan
Kepala Dinas Pelaksanaan Urusan Mengajukan Dokumen
Sosial Tentang Rehabilitasi Menyiapkan Perencanaan Laporan
Sosial Dokumen Dan Rancangan
Perencanaan Kebijakan
Dan y'y A
Rancangan
Kebijakan v v A4
Bidang TTeknis Melakukan evaluasi
T entang dan pelaporan
Rehabilitasi Rehabilitasi Menggoordinasikan | [Menggoordinasikan] | Mengoordinasikan pelzksagaan
i i Pengaturan dan Pelaksanaan pelaksaan evaluasi .
osia Sosial g . kegiatan
Standarisasi Pembinaan dan dan pengawasan
. Pengembangan terhadap A
REhab.llltaSI Rehabilitasi Rehabilitasi Sosial
Sosial - Sosial -
OPD

Lainnya/

Stakeholder | [
. Memberikan
K/L Terkait Pedoman Tentang

Rehabilitas Sosial




KT.05.03 : Pemberdayaan Sosial

Arahan Walikota

Tentang Persetujuan
Walikota Pemberdayaan
Sosial Tidak Ya
Ya v
4
Sekretariat . .. Persetujuan Memroses Produk
Daerah D|SpOS|S| Hukum/Kebijakan
$ Tidak
A
. Mengoordinasikan
Kepala Dinas Pelaksanaan Urusan Mengajukan Dokumen
Sosial Tentang Menyiapkan Perencanaan Laporan
Pemberdayaan Sosial Dokumen Dan R:incangan
Perencanaan Kebijakan
dan 7y A
Rancangan
Kebijakan v 4 v
Bidang Teknis Melakukan evaluasi
e Tentang dan pelaporan
Rehabilitasi Pemberdayaan Memfasilitasi Memfassilitasi Memfasilitasi pelaksanaan
Sosial Sosial Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan
Pemberdayaan Pemberdayaan Penyuluhan Y
Potensi Keluarga Kesos
Dan Sumber | Dan i Dan Pengelolaan
Kesejahteraan Fakir Miskin Sumber Dana
OPD Sosial Bantuan Sosial
Lainnya/
Stakeholder | [
Memberikan
K/L Terkait Pedoman Tentang

Pemberdayaan
Sosial




KT.05.04 : Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Masyarakat

Arahan Walikota

tentang Persetujuan
H Pemberdayaan
Walikota Kesejahteraan Masyarkat .
Tidak Ya
K
Ya
v A 4
Sekretariat Di . Persetujuan Memroses Produk
Daerah ISposisi Hukum/Kebijakan
¢ Tidak
I |
Mengoordinasikan M :
H engajukan
KEPala Bagian Pelaksanaan Penyiapan ga) -
i Bahan Kebijakan Terkait Rumusan Kebijakan
Kesejahteran KesejaJhteraan Menyiapkan Terkait Laporan
Rakyat & Masyarakat Rumusan Kesejahteraan
Kemasyarakatan Kebijakan Masyarakat
Terkait A
Kesejahteraan LS
Masyarakat \ 4
— .
Melakukan evaluasi
. . dan pelaporan
Sub Baglan Menyelenggara- MkenT(eleng_gara) eI:ksaEaan
Kesejahteraan kanPembinaan an foordinast Mengendalikan P )
Pelaksanaan Penyelenggaran Penyelenggaran kegiatan
Rakyat dan ; Pemerinthan di _ }
Kegiatan Pemba Bidan Pemerinthan di A
Pemberdayaan Terkait . ang Bidang
. Kesejahteraan )
Kesejahteraan Masvarakat Kesejahteraan
Masyarakat ™ ¥ Masyarakat
OPD
Lainnya | |
Memberikan Pedoman
Pembinaan, Pengendalian
K/l_ dan Koordinasi

Pemberdayaan
Kesejahteraan Masyarkat




KT. 05.05 : Pemberdayaan Perempuan

Arahan Walikota
tentang Persetujuan
Walikota Pemberdayaan
Perempuan Tidak Ya
A
Ya
v \ 4
Sekretariat Di . Persetujuan Memroses Produk
Daerah ISpOsIs! Hukum/Kebijakan
i Tidak
la Di Mengoordinasikan .
Kepala Dinas Pelaksanaan Urusan Mengajukan Dokumen
PPAPP & KB Tentang . Perencanaan Laporan
Menyiapkan
Pemberdayaan Dan Rancangan
Dokumen Kebiiak
Perempuan ebijakan
Perencanaan =
Dan A
Rancangan 3 7
»  Kebijakan
Bidang Teknis Tentang — —
Pemberdayaan elakukan evaluasi
Pemberdayaan Perempuyan Menvele_nggarakan Menyelenggarakan Menyelenggarakan dan pelaporan
Perempuan P?:an:::;n& Pemberdayaan Pembinaan pelaksanaan
Kelembigaan dan Perempuan Peningkatan kegiatan
Pengarusutamaan Kualitas Hidup 7'y
Gender - dan Kesejahteraan
Perempuan
OPD
Lainnya/
Stakeholder | |
Memberikan
. Pedoman Tentang
K/L Terkait Pemberdayaan

Perempuan




KT. 05.06 : Perlindungan Perempuan dan Anak

Arahan Walikota
tentang Persetujuan
Walikota Perlindungan
Perempuan & Anak Tidak Ya
Ya
. \ 4 \ 4
Sekretariat Disposisi Persetujuan Memroses Produk
Daerah P Hukum/Kebijakan
l Tidak
w
Mengoordinasikan
. Pelaksanaan Urusan Menviapk Mengajukan Dokumen
Kepala Dinas Tentang Perlindungan ;;miﬁe:n Perencanaan Laporan
PPAPP & KB Perempuan & Anak p Dan Rancangan
erencanaan Kebijakan
Dan
Rancangan A »
Kebijakan T v
. 3 Teknis
Bidang Tentang
PeIindungan Perlindungan Melakukan evaluasi
Perempuan & Memfasilitasi Mengoordinasikan Menyelenggarakan dan pelaporan
Perempuan Anak Penguatan Pelaksanaan Pelayanan pelaksanaan
& Anak Kelembagaan dan Perlindungan Komunikasi kegiatan
Pengembangan Perempuan & Anak Informasi yy
Mekanisme o dan Edukasi
Perlindungan Perlindungan
OPD Perempuan & Perempuan
. Anak dan Anak
Lainnya/
Stakeholder | |
Memberikan
. Pedoman Tent
K/L Terkait 1an fentang
Perlindungan
Perempuan & Anak




KT. 05.07 : Pengendalian Penduduk

Arahan Walikota
tentang Persetujuan
Walikota Pengendalian
Penduduk Tidak Ya
Ya
i v
Sekretariat Disposisi Persetujuan Memroses Produk
Daerah posisl Hukum/Kebijakan
i Tidak
A
Mengoordinasikan
. Pelaksanaan Urusan Mengajukan Dokumen
Kepala Dinas Tentang Pengendalian | | Menyiapkan Perencanaan Laporan
PPAPP & KB Penduduk Dokumen Dan Rancangan
Perencanaan Kebijakan
Dan A
Rancangan 1
Bidang KeTbif(a'fan v v v v
. eknis
Pengendalian Tentang Melakuk
. €lakukan Melakukan evaluasi
Penduduk Pengendalian Menyelengg Melaksanakan MEI?I.(Uk?n Fasilitasi, dan pelaporan
Penyuluhan Penduduk arakan Pengelolaan Fasilitasi, Pembinaan, pelaksanaan
Dan Pengelolaan Data Mikro Advokasu Advokasi & kegiatan
PPendge;dlfllljan Kependudukan Pembinaan Penyelenggaraan
Penggerakan eTnfL;”:]asian | DanKeluarga Dan | Kegiatan ?
Keluarga Berencana Penggerakan Peningkatan
Keluarga Kesejahteraan
OPD Berencana Keluarga
Lainnya/
Stakeholder [ | |
Memberikan

Pedoman Tentang
Pengendalian
Penduduk

K/L Terkait




KT. 05.08 : Peningkatan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga

Arahan Walikota tentang
Peningkatan Keluarga

Persetujuan

Walikota Berencana dan
Kesejahteraan Keluarga Tidak Ya
A
Ya
+ v
Sekretariat . . Persetujuan Memroses Produk
Disposisi Hukum/Kebijakan
Daerah
i Tidak
Mengoordinasikan Menyiapkan )
. Pelaksanaan Urusan Dokumen Mengajukan Dokumen
Kepala Dinas Tentang Peningkatan p Perencanaan Laporan
erencanaan Dan Rancangan
PPAPP & KB Keluarga Berencana Dan ”
dan Kesejahteraan Kebijakan
Keluarea Rancangan Y
Kebijakan A
Teknis
: v
Bldang Tentang Melaksanakan
Keluarga Peningkatan )
g Kelugarga Melaksanakan Advokasi, Melakukan evaluasi
Berencana, Berencana dan Mengoordinasikan Pembinaan Melaksanakan Komunisek.si dan pelaporan
Ketahanan & Kesejahteraan Pe;aksa”aa" Pelayanan bera , Informasi, pelaksanaan
; rogram Keluarga cnjaminan Eduseksi kegiatan
Kesejahteraan Keluarga Keluarga Berencana Ketersediaan Dan K i ' Di
Kel Berencana, Alat :.:m onseling Di 7'y
eluarga - Ketahanan Kontrasepsi |umm Bidang Keluarga
Dan Berencana Dan
Kesejahteraan Kesehatan
OPD Keluarga Reproduksi
Lainnya/
Stakeholder | | |
Memberikan Pedoman
. Tentang Peningkatan
K/L Terkait & &

Keluarga Berencana dan
Kesejahteraan Keluarga




KT.06.01 : Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Arahan Walikota
tentang Persetujuan
Walikota Ketenagakerjaan
Tidak Ya
A
Ya
Y vy

Sekretariat . . Persetujuan Memroses Produk

Daerah DISpOSISI Hukum/Kebijakan

¢ Tidak
w
Mengoordinasikan _
_ Pelaksanaan Urusan | | Menyiapkan Mengajukan Dokumen
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Dokumen Perencanaan LapOI’an
Ketenagakerjaan Perencanaan Dan Rancangan
Dan Kebijakan
Rancangan 7'}
Kebijakan
. Teknis Terkait - v
Bidang Penempatan |

Penempatan Tenaga Kerja Melakukan evaluasi

Tenaga Kerja dan
Pgrluas{"m d}?gsgemrgﬁzz;n Menyelenggara- Menyelenggara- dan pelapora_n
Kesempatan Keria Kerja kan Koordinasi Menyelenggara- kan Koordinasi pelaksanaan kegiatan
P J & Pembinaan kan Koordinasi Perluasan -
Penempatan e Perlindungan e  Kesempatan
Tenaga Kerja Tenaga Kerja Kerja
Stakeholder
I ] |
|

Memberikan Pedoman

K/L Terkait tentang
Ketenagakerjaan




KT.06.02 : Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Persetujuan
Tidak Ya

Arahan Walikota
tentang
Ketenagakerjaan

Walikota

Ya v
. Y

Sekretariat . . . Persetujuan Memroses Produk

Daerah DISpOSISI Hukum/Kebijakan

Tidak
A
Mengoordinasikan _
) Pelaksanaan Urusan Menyiapkan Mengajukan Dokumen
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Dokumen Perencanaan Laporan
Ketenagakerjaan Perencanaan Dan Rancangan
Dan Kebijakan
Rancangan A
Kebijakan
. Teknis Terkait w v
Bidang Hubungan |
Hubungan Industrial & Menyelenggara- Melakukan evaluasi
Industrial & Jaminan kan Koordinasi Menyelenggara M | dan pelapora_n
Jaminan Sosial Sosial Tenaga & Pembinaan kan Koordinasi k::fo(e)?gﬁgg' pelaksanaan kegiatan
Tenaga Kerja Kerja Kerja Persyaratan Pengupahan dar 5 .
: . enyelesaian
Kerja & Jaminan Perselisihan 1
Peraturan SosialTenaga Ketenagakerjaan
Perusahaan Kerja gaker
Stakeholder
| ] ]
|
Memberikan Pedoman
K/L Terkait tentang
Ketenagakerjaan




KT.06.03 : Pelatihan Kerja dan Peningktan Produktivitas

Arahan Walikota

Persetujuan
Tidak Ya

Pelatihan Kerja

Produktivitas

Menyelenggara-

. tentang
Walikota Ketenagakerjaan
Ya
v A 4
Sekretariat . . ) Memroses Produk
Daerah D|SpOS|S| ) Persetujuan Hukum/Kebijakan
Tidak
L A
la Di Mengoordinasikan _
Kepala Dln_as Pelaksanaan Urusan Menyiapkan Mengajukan Dokumen
Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan Dokumen Perencanaan Laporan
Perencanaan Dan Rancangan
Dan Kebijakan
Rancangan 'y
Kebijakan
Teknis Terkait > 4
Bidang Pelatihan dan]
Peningkatan Melakukan evaluasi

dan pelaporan

Ketenagakerjaan

; Menyelenggara- .
di?ggg&?ﬁ,ﬁ:? n kan Koordinasi Menyeleng_gara_l- kan Koordinasi pelaksanaan kegiatan

& Pembinaan kan Koordinasi Dan Pelayanan

Lembaga dan Pelayanan Sertifikasi 1
Pelatihan Kerja[ | Pelatihan Kerja Kompetensi &
Produktiviitas
Stakeholder
l | |
1
Memberikan Pedoman
K/L Terkait tentang




KT.07.01 : Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Arahan Walikota tentang

Pengelolaan Informasi Persetujuan
. Administrasi Kependudukan
Walikota dan Pemanfaatan Data
Tidak Ya
a
v v
Sekretariat . . Persetujuan Memroses Produk
D|Sp03|3| Hukum/Kebijakan
Daerah j
¢ Tidak
K |a Di Mengoordinasikan Menyiapkan _
eépala Uinas Pelaksanaan Urusan Dokumen Mengajukan Dokumen
Kependudukan & Tentang Pengelolaan | | Perencanaan Perencanaan Laporan
Pencatatan Informasi Administrasi Dan Dan Rancangan
Sl || Kependudukan dan Rancangan Kebijakan
P Pemanfaatan Data Kebijakan 'y
Teknis Tentang 2
Bidang | Pengelolaan v v \4
Pengelolaan ~| Informasi Melakukan evaluasi
Informasi Administrasi dan pelaporan
Adm Kependudukan Menyelenggarak Menyelenggarakan | Menyelenggarak pelaksanaan —
K d d ki dan an Pengelolaan Pengolahan Dan an Pelaksanaan keaiatan
ependudukan Pemanfaatan Sistem Informasi Penyajian Data Kerja Sama 9
& Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan Administrasi A
Data Kependudukan Kependudukan,
Dan - Pemanfaatan Data
Jaringan Dan Dokumen
OPD Komunikasi Data Kependudukan
Lainnya/
Stakeholder [ I
Memberikan Pedoman
Tentang
K/L Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan
dan Pemanfaatan Data




KT.07.02 : Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Arahan Walikota

tentang Pelayanan Persetujuan
Walikota Pendaftaran Penduduk
Tidak Ya
v a A 4
Sekretariat . . Persetujuan Memroses Produk
Daerah DISpOSISI Hukum/Kebijakan
L Tidak
K |a Di Mengoordinasikan _
epala Dinas Pelaksanaan Menyiapkan Mengajukan Dokumen
Kependudukan Urusan Tentang Dokumen Perencanaan Laporan
& Pencatatan Pelayanan Perencanaan Da}? Iz'c_l_nckangan
Sipil Pendaftaran Dan ebtjaxan
Rancangan Y 4
Kebijakan
Teknis A 4 ¥ v
Bidang Tentang Memvl Melakukan evaluasi
Pelayanan enyelenggara dan pelaporan
Pelayanan Pen d;/ftaran kan Pembinaan Mer;ytlalinggarakan Menyelenggar pelaksanaan
Pendaftaran benduduk Dan Koordinasi F‘f:l‘aigggﬁ” akan kegiatan
Penduduk Pelaksanaan Pendaftaran Pelaksanaan .
Pelayanan Penduduk dan Penerbitan
Pendaftaran Pendokumentasianms ~ Dokumen
Penduduk Hasil Pendaftaran Pendaftaran
OPD Penduduk
Lainnya/
Stakeholder | [
Memberikan Pedoman
K/L Tentang

Pelayanan Pendaftaran
Penduduk




KT.07.03 : Pelayanan Dan Pencatatan Sipil

Arahan Walikota .
tentang Pelayanan Persetujuan
Walikota Pencatatan Sipil
Tidak Ya
a A 4
. Y
Sekretariat Di . g Persetujuan Memroses Produk
Daerah ISpOSISt Hukum/Kebijakan
L Tidak
Y |
K |a Di Mengoordinasikan _
epala Linas Pelaksanaan Menyiapkan Mengajukan Dokumen
Kependudukan & Urusan Tentang Dokumen Perencanaan Laporan
Pencatatan Pelayanan Perencanaan Da}? Iz'c_l_nckangan
Sipil Pencatatan Sipil Dan ebijakan
Rancangan 7y
Kebijakan
Teknis I" v v
i Menyelengga
Bldang Tentang rakan M | Menvelengaa | [Me€lakukan evaluasi
Pelayanan Pelayanan o enyeleng yelengg g I
Y Pencatatan Pemeriksaan Menyelenggara garakan rakan an pelaporan
& Pencatatan Sini Penzﬁll;ian kan penerbitan pemeliharaa pelaksanaan
Sipil P Terhadap Pelaksanaan dokumen kn dokdun(;erlz kegiatan
Berkasberkas pencatatan kependudu ip;nbigar?ga A
Pencatatan et POMISUWA o kan di e pencatatan sipil
Laporan penting bidang
Peristiwa
pencatatan
L .OPDa/ Penting sipil
ainny
Stakeholder | [ [
Memberikan
K/L Pedoman Tentang
Pelayanan

Pencatatan Sipil




KT.07.04 : Pelayanan dan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan

Arahan Walikota tentang

Penyelenggaraan Persetujuan
Walikota Pelayanan dan
Pembinaan Kecamatan Tidak Ya
& Kelurahan
==
Ya v
Sekretariat . . Persetujuan Memroses Produk
Disposisi i
Daerah p Hukum/Kebijakan
l Tidak
ll\lllt(angoordinalsikan Mengajukan Dokumen
Pelaksanaan Pelayanan Rencana Kegiatan dan
Camat dan Pembinaan di Menyusun Konsep Kebijakan Laporan
Kecamatan & Kelurahan Rencana di Tingkat Kecamatan
Kegiatan dan
Konsep ! v v + :
Kebijakan di MembinaDan |  |Melakukan evaluasi
Tingkat Mengawasi dan pelaporan
Seksi —¥ Kecamatan Penyelenggara- pelaksanaan
an Kegiatan .
Kelurahan kegiatan
A
Menyelenggara- Menyelenggara{ | Menyelenggara-
C_)PD kan Urusan kan Kegiatan kan Pelayanan
Lalnnya Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat
Umum Masyarakat
Penyelenggara-
Kegiat
Kelurahan o aran

Kelurahan

Kementerian
Dalam Negeri/
Kementerian PAN
RB

Memberikan Kebijakan dan

Pedoman Penyelenggaraan

Pelayanan dan Pembinaan
Kecamatan & Kelurahan




KT.08.01 : Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

Walikota

Kebijakan Walikota
terkait Pencegahan
& Kesiapsiagaan
Bencana

'y

Tidak

Persetujuan

Ya

Sekretariat

v

Aujuan

A 4

Disposisi Memroses Produk
Daerah Tidak Hukum/Kebijakan
1dal
L A
\ 4
Mengoordinasikan Menyiapkan Mengajukan Dokumen
Kepala Pelaksanaan Urusan Dokumen Perencanaan Pelaporan
BPBD Pencegahandan ¢ Perencanaan (b ~DanRancangan
Kesiapsiagaan Bencana Dan Kebijakan
Rancangan
Kebijakan
Teknis \ 4 v \ 4 \ 4 .
Bid ang Tentang Melakukan evaluasi
Pencegahan dan pelaporan
Pencegahan & dan pelaksanaan
Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan Meyelenggara Meyelenggara kegiatan
Bencana -kan Mevel Meyelenggara -kan
Meyelenggara i Peningkatan g -kzﬁes?:%%:;? n -kan W Sosialisasi A
Kesiapsiagaan dan Pelatih Pelayanan Program
Pemetaan Masy & Dunia Jn ehac; an Pemeriksa-an Pencegah-an
Rawan Usaha gng adapi Alat Proteksl| & Kesiapsia-
. Bencana Menghadapi encana Kebakaran gaan Bencana
OPD Terkait/ Bencana
Stakeholder
I | I |
|
Menyusun
BPBD PROV. Petunjuk Teknis
BANTEN Pencegahan
Bencana
>
Kebijakan
BNPB Pencegahan

Bencana




KT.08.02 : Penanganan Kedaruratan dan Logistik Bencana

Walikota

Kebijakan
Walikota tentang
Penanganan
Kedaruratan &
Logistik

Ya

A 4

Sekretariat Disposisi Persetujuan Memroses Produk
Daerah Tidak Hukum/Kebijakan
Mengoordinasikan Mengajukan Rancangan v v
Kepala Penanganan Kebijakan Teknis
BF[’)BD Kedaruratan & Penanganan Pﬁlall:sanaan Pelaporan
Logistik Kedaruratan & Logistik ubungan
Kerja Bidang
Pelaksanaan == — Penr?ggr?ula
Bidang Pen:mgr?ula Pelak Bencanaada | |[Melakukan evaluasi
Menyusun ga elaxsanaan Saat dan pelaporan
Kedaruratan Bencana Kegiatan elaksanaan
Rancangan Tanggap p
& Lougistik . Pada Saat Pemadaman D t kegiatan
g Kebijakan T arurat,
) anggap Kebakaran
Teknis Darurat Dan Penanganan A
Penanganan Penyelamatan Pengungsi
Kedaruratan Korban Dan
Stakeholder & Logistik Dukungan
Logistik
UPT
Pemadam
Kebakaran & I
Penyelamatan {
Korban
BNPB/ Penanganan

Kementerian
Dalam Negeri

Kedaruratan dan
Logistik Bencana




KT.08.03 : Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana

Walikota

Kebijakan
Walikota tentang
Rehabilitasi &
Rekonstruksi
Pasca Bencana

Persetujuan

Ya

Sekretariat

A 4

Persetujuan Memroses Produk
Daerah Tidak Hukum/Kebijakan
Mengoordinasikan .
Mengajukan Rancangan Pel ran
Kepala Penanganan Kebijakan Teknis v v v elapora
BPBD R ke at ||ka_s;) Rehabilitasi & Rekonstruksi
EKONSTIUiG! Fasca Pasca Bencana
e Pelaksanaan |fmew Pelaksanaan
Pelaksanaan Investigasi Hubungan ' )
Bidang Penanggula kejadian Kerja Di Mz'akUkaln evaluasi
. . i an pelaporan
Menvusun ngan kebakaran Bidang
Rehabiltasi & Rancgngan Bencana dan Penanggula pelaksanaan
Rekonstruksi Kebijakan Pada Pasca penanganan ngan kegiatan
Teknis bencana bahan Bencana
Rehabilitasi & berbahaya Pada Pasca
Rekonstruksi dan beracun bencana
OPD Lain/ Pasca kebakaran
Stakeholder Bencana
UPT
Pemadam
Kebakaran &
Penyelamatan
Korban
BNPB/ Penanganan

Kementerian
Dalam Negeri

Kedaruratan dan
Logistik Bencana




KT.08.04 : Peningkatan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana

Walikota

Kebijakan Walikota
tentang Peningkatan
Sarpras
Penanggulangan
Bencana

Persetujuan

Ya

A 4

Sekretariat . .
Daerah Disposisi ersetujuan Memroses Produk
acra Tidak Hukum/Kebijakan
I
]
Mengoordinasikan Mengajukan Rancangan
Kepala Peningkatan Sarpras Kebijakan Teknis ] l | Pelaporan
BPBD Penanggulangan Peningkatan Sarpras
Bencana Penanggulangan Bencana
4 -
Mengoordin Melaksanakan 1
Melaksanakan asikan dan Hubungan Melakukan evaluasi
Bidang Sarana M Pemeliharaan melaksana- Kerja Di Bidang dan pelaporan
dan Prasarana R eryusun Dan kan Sarana dan pelaksanaan
> arcangan Pengadaan i Prasarana kegiatan
”| Kebijakan Tekni peningkatan g
ebijakan Teknis Sarana s Bencana
Peningkatan Prasarana Pr:s?rr;ia
sarpras Bencana 8
Penanggulangan encana
OPD Lain/ Bencana
Stakeholder
UPT
Pemadam
Kebakaran &
Penyelamatan
Korban
BNPB/

Kementerian
Dalam Negeri

Peningkatan Sarpras
Penanggulangan
Bencana




KT.09.01 : Pembangunan Gedung/Bangunan, Sarana, Prasarana dan Fasilitas Pemerintah dan Masyarakat

Arahan Walikota

Tentang Konstruksi Persetujuan
Walikota dan Bangunan
Gedung Tidak Ya
Ya
. Y vy
Sekretariat Di . Persetujuan Memroses Produk
Daerah ISpOsISI Hukum/Kebijakan
¢ Tidak
|a Di Mengoordinasikan _
Kepala Dinas Pelaksanaan Urusan | | Menyiapkan Mengajukan Dokumen
Perumahan, Tentang Konstruksi Dokumen Perencanaan Laporan
Permukiman, dan Bangunan Gedung| | Perencanaan Dan Rancangan
Pertanahan Dan Kebijakan
Rancangan 7'y
Kebijakan "
Teknis v v v
—» :
Tentang ) Melakukan evaluasi
Bidang Konstruksi o o dan pelaporan
dan Mengoordinasikan| | Mengoordinasikan| | Mengoordinasikan pelaksanaan
Bangunan Bangunan Pelaksanaan Pembangunan Pemelihaaraan kegiatan
Gedung Perencanaan Gedung Bangunan
Teknis Bangunan Pemerinah 1
Gedung o
Pemerinah
OPD

Lainnya/

Stakeholder | [
Memberikan
K/L Terkait Pedoman Tentang

Konstruksi dan
Bangunan Gedung




KT.09.02 : Administrasi Pertanahan

Arahan Walikota tentang )
Pengelolaan Persetujuan
Walikota Administrasi Pertanahan
Oleh Daerah Tidak Ya
Ya
v A 4
kr ri . .. i Memroses Produk
SeDa(Ztraa hat Disposisi Persetujuan Hkmkebiakan
$ Tidak
Kepala Dinas ik :
Perumahan Mengoordinasikan Mengajukan Dokumen
Lo Pelaksanaan Urusan Perencanaan
Permukiman Pengawasan, Menyiapkan | | Dan Rancangan Kebijakan Laporan
dan Pelayanan Bangunan, Dokumen Teknis Administrasi
Pertanahan & Pertanahan Perencanaan Pertanahan
Dan y Y
Rancangan
Kebijakan v v \ 4
Bidang —»  Teknis _ Melakukan evaluasi
Administrasi Menyelenggara- dan pelaporan
Pengawasan, Pertanahan kan Koordinasi pelaksanaan
Peayanan Verifikasi dan Koordinasi Pengelolaan kegiatan
Bangunan & Pemetaan dan Fasilitasi Data dan_ 7
Permasalahan Pengadaan Informasi
Pertanahan Pertanahan Tanah Pertanahan
Daerah dan
Rencana [ |
Penanganannya
OPD
Lainnya/
Stakeholder |
Memberikan Pedoman
K/L Terkait

Pengelolaan Administrassi
Pertanahan




KT.09.03 : Penataan, Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Arahan Walikota Tentang
Penataan, Penguasaan,
Pemilikan Penggunaan dan

Persetujuan

Walikota
Pemanfaatan Tanah Tidak Ya
A
Ya
v A 4
Sekretariat . . Persetujuan Memroses Produk
Daerah Disposisi Hukum/Kebijakan
Tidak
A
w
. Mengoﬂrdinasikan Menyiapkan .
Kepala Dinas Pelaksanaan Urusan Dokumen Mengajukan Dokumen
Perumahan, Tentang Penataan, Perencanaan Perencanaan Laporan
Permukiman, Penguasaan, Pemilikan Dan Dan Rancangan
Pertanahan Penggunaan dan Rancangan Kebijakan
Pemanfaatan Tanah Kebijakan Y 7'y
- Teknis Tentang
Bldang N Penataanl A\ 4 v v
Pengawasan, Penguasaan, Melakukan evaluasi
Pel Pemilikan dan pelaporan
€layanan Penggunaan Melakukan Mengoordinasikan| | Mengoordinasikan pelaksanaan
Bangunan, dan verifikasi dan Rencana Pembinaan dan kegiatan
Pertanahan Pemanfaatan Pemetaan Potensi| | Pengadaan Tanah||  Administrasi 7Y
Tanah Sengketa Pemerintah/ Pertanahan
Pertanahan Kepentingan |
Umum
OPD
Lainnya/
Stakeholder | |
Memberikan Pedoman Tentanc
K/L Terkait Penataan, Penguasaan,

Pemilikan Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah




KT.10.01 : Perencanaan Teknis Jalan, Jembatan, Sumberd Daya Air dan Drainase

Arahan Walikota
tentang Persetujuan
Walikota Kebinamargaan, Tata
Air & Tata Ruang Ya
\ 4
Y
Sekretariat Di . Persetujuan Memroses Produk
Daerah ISposisi Hukum/Kebijakan
L Tidak
Kepala Dinas !
: Mengoordinasikan
Pekerjaan engoo Mengajukan Dokumen
Umum Pelaksanaan Urusan Perencanaan
Tentang Menyiapkan Dan Rancangan Laporan
Dan Kebinamargaan, Tata Dokumen Kebijakan
Penataan Air & Tata Ruang Perencanaan
Ruang Dan Rancangan 7} 2+
Kebijakan Teknis v v v
> Tentang -
Kebinamargaan, Mec:akukaln evaluasi
i Tata Air & Tata L A an pelaporan
Bldang Ruang Mengozradr:namkan Mengozradr:namkan Penyediaan pelaksanaan
Perencanaan Data Leger kegiatan
. Menyelenggarakan | |Menyelenggarakan
Teknis Penyusunan Penyusunan Jalan Dan A
Rencana Teknis Rencana Teknis Jembatan Serta
Jalan dan mm Sumber Daya Air m Sumber Daya Air
Jembatan dan Drainase Dan Drainase
OPD
Lainnya/
Stakeholder | |
Memberikan
Pedoman Tentang
K/L Kebinamargaan, Tata
Air & Tata Ruang




KT.10.02 : Operasional dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air dan Drainase

Arahan Walikota
tentang

Persetujuan

Walikota Kebinamargaan, Tata
Air & Tata Ruang
Ya
4
Sekretariat Di .. Persetujuan Memroses Produk
Daerah Isposisi Hukum/Kebijakan
l Tidak
. 1
Kepala Dinas O
Pekerjaan Mengoordinasikan Mengajukan Dokumen
Umum Pelaksanaan Urusan Menyiapkan Perencanaan
Tentang Kebinamargaan, Dokumen Dan Rancangan Laporan
o Datn Tata Air & Tata Ruang Perencanaan Kebijakan
enataan Dan
Ruang Rancangan 4 »
Kebijakan v v
> Teknis
Bidang Tentang Melakukan evaluasi
Operasi Kebinamargaan, Mengoordinasikan Mengoordinas Mengoordinasikan dan pelaporan
P Tata Air & Tata Dan ikan Dan IDan ) pelaksanaan
Dan Ruang Menyelepggarakan Menyelenggar Mz’;‘g:ggs:;a an kegiatan
Pemeliharaan Pemeliharaan akan Operasi pemeliharaan i
Bidang Jalan Dan Dan Bidang
Jembatan e Pemeliharaan | Drainase
Bidang
Sumber Daya Air
OPD y
Lainnya/
Stakeholder |
Memberikan
K/l. Pedoman Tentang

Kebinamargaan, Tata
Air & Tata Ruang




KT.10.03 : Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Arahan Walikota
tentang

Persetujuan

Walikota Kebinamargaan
Ya
) 4
4
Sekretariat Di . Persetujuan Memroses Produk
Daerah Isposisi Hukum/Kebijakan
$ Tidak
Kepala Dinas . '
pekeri Mengoordinasikan )
ekerjaan Pelaksanaan Mengajukan Dokumen
Umum Urusan Tentang Perencanaan Laporan
Dan Kebinamargaan Menyiapkan Dal? Fk{)elnckangan
ebijakan
Penataan Dokumen J
Ruan Perencanaan 'y
g Dan ]
Rancangan v v
Bidang - Ke.bijakan Mengoordinasikan Melakukan evaluasi
Bi Teknis Tentang Dan Mengoordinas Mengoordinasikan dan pelaporan
Ina Kebinamargaan Menyelenggarakan ikan Dan Dan pelaksanaan
Marga Pelaksanaan Menyelenggar Menyelenggarakan kegiatan
Pembangunan, akan Pelaksanaan
Peningkatan Pelak: Pembangunan A
X g ’ elaksanaan Dan Peningkatan
Peme“haraan Dan L/ Pembangunan Jembatan Serta
Perbaikan Jalan Pemeliharaan, Pemeliharaan
Kota Dan Perbaikan Dan Jembatan
OPD / Jembatan Peningkatan
Lainnya Jalan
Stakeholder |
Memberikan
K/|_ Pedoman Tentang

Kebinamargaan




KT.10.04 : Pengembangan Sistem Transportasi

Arahan Walikota
tentang

Persetujuan

Walikota Penyelenggaraan
Perhubungan di Daerah Tidak Ya
Ya
+ v
Sekretariat . . Persetujuan Memroses Produk
Daerah Disposisi Hukum/Kebijakan
i Tidak
|
Mengoordinasikan .
Pelaksanaan Urusan Mengajukan Dokumen
la Din ; Perencanaan
FI’(epha Z as perh;bunghan di Menyiapkan Dan Romearaan Pelaporan
ernupbungan aera
& Dokumen Kebijakan
Perencanaan .
Dan A
Rancangan v
»| Kebijakan
Bidang ¥ek:|§ Menyelenge Menyeleng Me:yelenggarakan Medlzl:]ukslr; ec\)/f;:aa
Pengembangan oo ermal:)l'tn arakan garakan er-er;:ir;aan Melakukan peI:ksaEaan
Sistem engemboang Penyusunan Perencana analisis dan ;
an Sistem Dan - Pengembangan . kegiatan
H . an Teknis Evaluasi
Transportasi Transportasi Pengemban Penerangan N
gan Sistem Pengemba Jalan Umum Kinerja
Transportasi Di [== ngan e [ ransportasi
Daerah Prasarana Daerah
Dan Sarana
Transportasi
OPD Lain/
Stakeholder l | | |
Memberikan
K/L Terkait Pedoman di Bidang

Perhubungan




KT.10.05 : Pengelolaan Angkutan

Arahan Walikota
tentang

Persetujuan

K/L Terkait

Pedoman di Bidang

Perhubungan

Walikota Penyelenggaraan
Perhubungan di Daerah Ya
v
. \ 4
Sekretariat . . . Persetujuan Memroses Produk
Daerah Disposisi Hukum/Kebijakan
¢ Tidak
PI\/:eEgoordln?Jakan Mengajukan Dokumen
Kepala Dinas elaksanaan rusan . Perencanaan Laporan
Perhubungan di Menyiapkan
Perhubungan Daerah Dokumen Dan Rancangan
Kebijakan
Perencanaan -
Dan L
Rancangan v v v
»  Kebijakan .
Teknis Melakukan evaluasi
. . Melakukan dan pelaporan
Bidang Terkait Pembinaan Menyelenggs peI:ksaEaan
Angkutan !
Angkutan & Pengawasan rakan Koordinasi kegiatan
Pelayanan &
dan Perijinan Pembanguna A
Pengendalian ) n dan
Anck Angkutan
gkutan | Umnum & Pengadaan
Orang & Sarpras
Angkutan
. Barang Baran Pendukung
OPD Lain/ & Angkutan
Stakeholder
| I |
|
Memberikan




KT.10.06 : Pengelolaan Lalu Lintas

Arahan Walikota

tentang Persetujuan
Walikota Penyelenggaraan
Perhubungan di Daerah Tidak Ya
v Ya \ 4
Sekretariat Di . Persetujuan Memroses Produk
Daerah Isposisi Hukum/Kebijakan
L Tidak
Mengoordinasikan Mengajukan Dokumen
| . Pelaksanaan Urusan
Kepala Dinas Perhubungan di Menyiapkan Perencanaan Laporan
Perhubungan Daerah Dokumen Dan i"f‘.”cka”ga”
Perencanaan Kebijakan
Dan i A_/
Rancangan
Kebijakan v A 4 v v
Teknis Melakukan evaluasi
id Terkait dan pelaporan
Bidang Pengelolaan Pembinaan Teknis pelaksanaan
Lalu Lintas Lalu Lintas Menyelenggarakan | | Mengoordinasikan kegiatan
L Perijinan Dan
Pembangunan, Pengawasan Dan Mengoordinasikan
R R Pengelolaan A
Pengadaan, Dan Penertiban Lalu Pengendalian Lalu o
. . . Retribusi Daerah
Peningkatan Lintas Lintas Dan .
m DiBidang Lalu
Sarpras Dan Angkutan Jalan Lint
Lalu Lintas Angkutan as
OPD Lain/ Jalan
Stakeholder | | | |
Memberikan
K/L Terkait Pedoman di Bidang

Perhubungan




KT.10.07 : Pengembangan Dan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum

Persetujuan

Arahan Walikota
tentang
Walikota Penyelenggaraan
Perhubungan di Daerah Tidak Ya
a
{ v
Sekretariat . . < Persetujuan Memroses Produk
Daerah D|SpOS|S| Hukum/Kebijakan
Tidak
) ¢
Y
Mengoordinasikan
. Pelaksanaan Urusan Mengajukan Dokumen
Kepala Dinas Perhubungan di Menyiapkan Perencanaan Laporan
Perhubungan Daerah Dokumen Dan Rancangan Kebijakan
Perencanaan
Dan 'y A
Rancangan
Kebijakan v \ 4 v
Teknis Melakukan evaluasi
. Terkait dan pelaporan
Bidang Penerangan pelaksanaan
Penerangan Jalan Umum Koordinasi Koordinasi Koordinasi kegiatan
Jalan Umum Dan Pembangunan Pengadaan Pemeliharaan
Sarana Prasarana Sarpras Sarpras 1
Penerangan Jalan |__| Penerangan |__| Penerangan
Umum Jalan Umum Jalan Umum
OPD Lain/
Stakeholder | | |
|
Memberikan
K/L Terkait Pedoman di Bidang
Perhubungan




KT.11.01 : Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Arahan Walikota

tentang Pengembangan Persetujuan
Walikota Perumahan dan
Kawasan Permukiman Tidak Ya
Ya
+ v
Sekretariat . L. Persetujuan Memroses Produk
Disposisi -~
Daerah Hukum/Kebijakan
l Tidak
1
Kepala Dinas Mengoordinasikan )
P Pelaksanaan Urusan Menyiapkan Mengajukan Dokumen
Perumahan, Perumahan dan Dokumen Perencanaan Laporan
Permukiman& Kawasan Permukiman || Perencanaan Dan Rancangan Kebijakan
Pertanahan Dan
Rancangan X -
Kebijakan
Teknis v \ 4 v
. »| Pengembangan
Bidang Pegrumahagn Melakukan evaluasi
dan pelaporan
Perumahan dan Dan Koordinasi o o ka P
Kawasan Kawasan Pelaksanaan Koordinasi Koordinasi, pelaksanaan
: Permukiman dan Pelaksanaan Pengaturan, kegiatan
Permukiman Pengendalian Pembinaan Pemberdayaan A
Pembangunan Perumahan dan
fr— dan ™™ Pengawasan
Perumahan & . g
Permukiman Permukiman| (Jasa Konstruksi
OPD
Lainnya | |
Memberikan Pedoman
K/L Pengembangan

Perumahan dan Kawasan
Permukiman




KT.11.02 : Pengembangan Air Minum dan Pengelolaan Air Limbah

Arahan Walikota

tentang Pengembangan Persetujuan
Walikota Air Minum dan
Pengelolaan Air Limbah| Tidak Ya
3 a v
Sekretariat . .. < Persetujuan Memroses Produk
Daerah Disposisi Hukum/Kebijakan
¢ Tidak
K
A
; Mengoordinasikan Menyiapkan | | Mengajukan Dokumen
Kepala Dinas Pelaksanaan Urusan Dokumen Perencanaan
Perumahan, Air Minum dan Air Perencanaan Dan Rancangan Laporan
Permukiman& Limbah Dan Kebijakan
Pertanahan Rancangan
Kebijakan 7y Y
Teknis
Pengembangan h 4 v v
Bidang Air Air Minum dan Melakukan evaluasi
. . Pengelolaan Air dan pelaporan
Mmu.m dan Air Limbah Koordinasi pelaksanaan
Limbah Pembangunan & Koordinasi Koordinasi, kegiatan
Pengembangan Pengelolaan| | Pembinaan Air 7y
Sarpras Air Air Limbah Minum & Air
Minum & Al | _— Limbah
Limbah
OPD
Lainnya | |
Memberikan Pedoman
K/L Pengembangan Air

Minum dan Pengelolaan
Air Limbah




KT.11.03 : Perencanaan Teknis Jalan, Jembatan, Sumberd Daya Air dan Drainase

Arahan Walikota

tentang Persetujuan
Walikota Kebinamargaan, Tata
Air & Tata Ruang .
Tidak Ya
Ya
v A 4
Sekretariat Di .. Persetujuan Memroses Produk
Daerah ISpOsisI Hukum/Kebijakan
¢ Tidak
Kepala Dinas — )
Pekerjaan Mengoordinasikan Mengajukan Dokumen
Pelaksanaan Urusan Menyiapkan Perencanaan
Umum Tentang Kebinamargaan, Dokumen Dan Rancangan Laporan
Dan Tata Air & Tata Ruang Perencanaan Kebijakan
Penataan Dan
Rancangan A
Ruan y
g Kebijakan
Teknis v \ 4 v
Tentang Melakukan evaluasi
. Kebinamargaan, dan pelaporan
Bldang Tata Air & Tata Mengozradr:namkan Mengozradr:namkan Penyediaan pelaksanaan
Perencanaan Ruang Data Leger kegiatan
. Menyelenggarakan | |Menyelenggarakan
Teknis Penyusunan Penyusunan Jalan Dan A
Rencana Teknis Rencana Teknis Jembatan Serta
Jalan dan mm Sumber Daya Air mm Sumber Daya Air
Jembatan dan Drainase Dan Drainase
OPD
Lainnya/
Stakeholder | [
Memberikan
K/L Pedoman Tentang

Kebinamargaan, Tata
Air & Tata Ruang




KT.11.04 : Operasional Dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Sumber Daya Air Dan Drainase

Arahan Walikota

tentang Persetujuan
Walikota Kebinamargaan, Tata
Air & Tata Ruang .
Tidak
Ya v
\ 4
Sekretariat Di . Persetujuan Memroses Produk
Daerah ISposisi Hukum/Kebijakan
¢ Tidak
Kepala Dinas — )
Pekerjaan Mengoordinasikan Mengajukan Dokumen
Pelaksanaan Urusan Menyiapkan Perencanaan
Umum Tentang Kebinamargaan, Dokumen Dan Rancangan Laporan
Dan Tata Air & Tata Ruang Perencanaan Kebijakan
Penataan Dan
Rancangan Y
Ruan y
g Kebijakan
Teknis y \ 4 v
—
Bidang Tentang Melakukan evaluasi
. Kebinamargaan, Mengoordinasikan Mengoordinas Mengoordinasikan dan pelaporan
OperaSI Tata Air & Tata Dan ikan Dan Dan
pelaksanaan
Dan Ruang Menyelenggarakan Menyelenggar M;”VEIer?ngaraka" kegiatan
. : . perasi Dan
Pemeliharaan .Peme“haraan akan Operasi Pemeliharaan
A
Bidang Jalan Dan Dan Bidang
Jembatan Pemeliharaan | Drainase
Bidang
Sumber Daya Air
OPD y
Lainnya/
Stakeholder |
Memberikan
K/L Pedoman Tentang

Kebinamargaan, Tata
Air & Tata Ruang




KT.11.05 : Pengembangan Sumber Daya Air dan Drainase

Arahan Walikota

tentang Persetujuan
Walikota Kebinamargaan, Tata
Air & Tata Ruang .
Tidak Ya
Ya
A 4
. 4
Sekretariat Di . Persetujuan Memroses Produk
Daerah ISpPOsIsI Hukum/Kebijakan
$ Tidak
Kepala Dinas . |
. Mengoordinasikan Mengajukan Dokumen
Pekerjaan
Pelaksanaan Urusan Perencanaan
Umum Tentang Kebinamargaan,| | Menyiapkan Dan Rancangan Laporan
Dan Tata Air & Tata Ruang Dokumen Kebijakan
Penataan Perencanaan
Ruang Dan y 7'y
Rancangan
Kebijakan v \ 4 v
— .
Teknis Tentang Melakukan evaluasi
. Tata AIR dan pelaporan
Bldang Mengozrdlnamkan Mengo?jrdlnaSIkan Mengoordinasikan pelaksanaan
Tata an an dan kegiatan
. Menyelenggarakan | |Menyelenggarakan Menyelenggarakan
Air Perencanaan Sumbe Pembangunan & | | papapilitasi Sumber A
Daya Air dan Pengembangan Daya Air dan
Drainase m Sumber Daya Air mm Drainase
dan Drainase
OPD
Lainnya/
Stakeholder | [
Memberikan
K/L Pedoman Tentang

Kebinamargaan, Tata
Air & Tata Ruang




KT.11.06 : Penataan Lingkungan Hidup

Arahan Walikota

tentang Penataan Persetujuan
Walikota Lingkungan Hidup
Tidak Ya
$ Ya v
Sekretariat Disposisi Persetujuan Memroses Produk
Daerah Hukum/Kebijakan
$ Tidak
' |
. Mengoordinasikan Mengajukan Dokumen
Kepala Dinas Pelaksanaan Perencanaan
Lingkungan Urusan Lingkungan Menyiapkan Dan Rancangan Laporan
Hidup Hidup Dokumen Kebijakan
Perencanaan
Dan y A
Rancangan
Kebijakan y v \4 v
. e
Bidang ~ Tata .
T Lingkungan Melakukan evaluasi
) ata Melakukan Melakukan Melakukan Pembinaan dan pelaporan
Lingkungan Analisis dan | | pooalolaan| | Peningkatan Pelestarian pelaksanaan
Evaluasi dan Kapasitas Lingkungan kegiatan
.Dampak Penanganan Lembaga dan dan Y
Lingkungan | Limbah B3 s SDM LH |ue Keanekaraga
man Hayati
OPD
Lainnya/
Stakeholder | [ |
Memberikan
K/L Pedoman Penataan

Lingkungan Hidup




KT.11.07 : Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Arahan Walikota
tentang Penataan & Persetujuan
. Peningkatan Kapasitas
WaIIkOta Lingkungan Hidup
Tidak Ya
Ya
$ v
Sekretariat DiSpOSiSi Persetujuan Memroses Produk
Daerah Hukum/Kebijakan
$ Tidak
. Mengoordinasikan Mengajukan Dokumen
K?pala Dinas Pelaksanaan Menyiapkan Perencanaan
Lingkungan Urusan Lingkungan Dokumen Dan Rancangan Laporan
Hidup Hidup Perencanaan Kebijakan
Dan
Rancangan y
Kebijakan
Penataan & 4 v v v
NS .
Bidang Peningkatan
T Kapasitas Melakukan evaluasi
. ata Lingkungan Melakukan Melakukan Menegakkan Pembinaan dan pelaporan
Lingkungan Hidup Pembinaan Investigasi Hukum dan pelaksanaan
Pencegahan Atas Lingkungan Peningkatasn kegiatan
Pencemaran Pencemaran Hidup Kapasitas .
&.Kerusakan p— &, Kerusakan SDM
Lingkungan Lingkungan Lingkungan
Hi
OPD idup
Lainnya/
Stakeholder | [ |
Memberikan
K/L Pedoman Penataan
Lingkungan Hidup




KT.12.01 : Penataan Ruang

Arahan Walikota

tentang Persetujuan
Walikota Kebinamargaan, Tata
Air & Tata Ruang
Tidak Ya
Ya
3 v
Sekretariat Di . Persetujuan Memroses Produk
Daerah Isposisi Hukum/Kebijakan
l Tidak
Kepala Dinas )
pk . Mengoordinasikan )
Pekerjaan Pelaksanaan Urusan Mengajukan Dokumen
Umum Tentang Perencanaan La
; poran
Dan Kebinamargaan, Tata Menyiapkan Dan Rancangan
Air & Tata Ru;ng Dokumen Kebijakan
Penataan Perencanaan
Ruang Dan A 2
Ranc.?ngan v v v
» Kebijakan
Teknis Melakukan evaluasi
Bidang Tentang danI pkelaporan
Tata Ruan inasi pelaksanaan
Tata & Mengoz;dr:naykan Mengoordinasikan kegiatan
Air Mengoordinasikan Menyelenggarakan dan Y
dan pengendalian dan Menyelenggarakan
Menyelenggarakan | gEvaIuasi Pemetaan dan
Perencanaan Tata Penyediaan Lahan
Ruan Pemanfaatan Insfrastruktur
OPD & Tata Ruang
Lainnya/
Stakeholder | |
Memberikan
K/L Pedoman Tentang

Kebinamargaan, Tata
Air & Tata Ruang




KT.12.02 : Pengembangan Pertamanan dan Dekorasi Kota

Kebijakan Walikota

Bidang
Pertamanan &
Dekorasi Kota

¥ Pemeliharaan

Persetujuan
tentang
Walikota Pertamanan dan
Dekorasi Kota Tidak
Ya
. v
Sekretariat . .. Persetujuan
Disposisi
Daerah
¢ Tidak
y
. Mengoordinasikan i
Kepala Dinas Pelaksanaan Urusan Mengaluian DoKmen Laporan
Perencanaan Teknis Pengembangan
Kebudayaan & Pertamanan dan Menyiapkan Pembangunan dan p tg n ng n
Pariwisata Dekorasi Kota Dokumen Pemeliharaan Taman, eDrelig:ZsiaKot:
Perencanaan| |Hutan Kota dan Dekorasi
Teknis i
Pembangunan
dan

Taman, Hutan
Kota dan
Dekorasi Kota

Melaksanakan
kegiatan
pembangunan
taman, hutan
kota dan
dekorasi kota

OPD
Lainnya

Melaksanakan
pemeliharaan
taman, hutan
kota dan
dekorasi kota

Masyarakat

Membina
pemanfaatan
fasilitas sosial

taman dan
hutan kota

Menyelengga-
rakan
pengawasan,
pembinaan
dan
pengendalian

reklame —

Melakukan
Menyelengga- evaluasi dan
rakan pelaporan
pembangunan pelaksanaan
dan kegiatan
pemeliharaan
penerangan
taman
dan hutan
kota




KT.13.01 : Penataan Lingkungan Hidup

Arahan Walikota
tentang Penataan

Persetujuan

Walikota Lingkungan Hidup
Tidak Ya
v ¥
Sekretariat . .. Memroses Produk
Daerah Disposisi Hukum/Kebijakan
i Tidak
d k r
. Mengoordinasikan Mengajukan Dokumen

Kepala Dinas Pelaksanaan Perencanaan

Lingkungan Urusan Lingkungan Menyiapkan Dan Rancangan Laporan

Hidup Hidup Dokumen Kebijakan
Perencanaan
Dan A A
Rancangan
Kebijakan Tata A 4 v v
Bidan Lingkungan
g Melakukan evaluasi

] Tata Melakukan Melakukan Melakukan Pembinaan dan pelaporan

Lingkungan Analisis dan | | pangalolaan| | Peningkatan Pelestarian pelaksanaan
Evaluasi dan Kapasitas Lingkungan kegiatan
.Dampak Penanganan Lembaga dan dan A
Lingkungan | Limbah B3 s SDM LH |uee Keanekaraga
man Hayati
OPD

Lainnya/

Stakeholder | [ |
Memberikan
K/L Pedoman Penataan

Lingkungan Hidup




KT.13.02 : Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Arahan Walikota .
tentang Penataan & Persetujuan
. Peningkatan Kapasitas
Walikota Lingkungan Hidup
Tidak Ya
$ Ya v
Sekretariat Disposisi Persetujuan Memroses Produk
Daerah Hukum/Kebijakan
$ Tidak
. Mengoordinasikan Mengajukan Dokumen
K?pala Dinas Pelaksanaan Menyiapkan Perencanaan
Lingkungan Urusan Lingkungan Dokumen Dan Rancangan Laporan
Hidup Hidup Perencanaan Kebijakan
Dan
Rancangan Yy
Kebijakan
Penataan & v v v v
Bidang Peningkatan
T Kapasitas Melakukan evaluasi
. ata Lingkungan Melakukan Melakukan Menegakkan Pembinaan dan pelaporan
Lingkungan Hidup Pembinaan Investigasi Hukum dan pelaksanaan
Pencegahan Atas Lingkungan Peningkgtasn kegiatan
Pencemaran Pencemaran Hidup Kapasitas A
&.Kerusakan 2, Kerusakan p— SDM
Lingkungan Lingkungan Lingkungan
Hi
OPD idup
Lainnya/
Stakeholder | [ |
Memberikan
K/L Pedoman Penataan
Lingkungan Hidup




KT.13.03 : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Arahan Walikota Persetuiuan
tentang Pengendalian !
Walikota Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Tidak Ya
$ Ya A 4
Sekretariat . .. Persetujuan | Memroses Produk
Disposisi Hukum/Kebijakan
Daerah
$ Tidak
|
. Mengoordinasikan Mengajukan Dokumen
K?pala Dinas Pelaksanaan Menyiapkan Perencanaan
Lingkungan Urusan Lingkungan Dokumen Dan Rancangan Laporan
Hidup Hidup Perencanaan Kebijakan
Dan
Rancangan y A
Kebijakan
Pengendalian 4 A 4 v
e
Bidang Pencemaran Melakukan evaluasi
Tat dan Kerusakan dan pelaporan
. ata Lingkungan Melak-u!<an Melakukan Melakukan pelaksanaan
Lingkungan Penelitian Penilaian & Pemulihan kegiatan
Terhadap Penetapan Kualitas
Pencemaran Pencemaran Lingkungan i
dan — dan — HIdUp
Kerusakan Kerusakan
OPD Lingkungan Lingkungan
Lainnya/
Stakeholder | |
Memberikan Pedoman
K/L Pengendalian
Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan




KT.13.04 : Peningkatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah

Arahan Walikota
tentang Peningkatan

Persetujuan

Walikota Kebersihan dan
Pengelolaan Sampah Tidak Ya
- i v

Sekretariat Disposisi Persetujuan Memroses Produk

Daerah Hukum/Kebijakan

Tidak
)

Kepala Dinas Mengoordinasikan Mengajukan Dokumen

- Pelaksanaan Menyiapkan Perencanaan
Lingkungan Urusan Lingkungan Dokumen Dan Rancangan Laporan

Hidup Hidup Perencanaan Kebijakan
Dan
Rancangan y
Kebijakan
Peningkatan v v Y
—» . .
Bidang Kebjrsman Mec:akukaln evaluasi
. an an pelaporan
Kebersihan Pengelolaan Menyelenggd | \jenyeleggar Pembinaan Menyeleggar pelaksanaan
& Sampah rakan akan dan akan kegiatan
Pengelolaan Pekl)ayar;]an Pelayanan Pengembang PPE|3V?n;n Y
Kebersihan an engolahan
Pengumpulan
Sampah Jalan | & e P €MaNTAA A &
Protokol Pengangkutan Nilai Guna Pemrosesan
OPD Sampah Sampah Sampah

Lainnya/

Stakeholder | | |
Memberikan Pedoman
K/L Peningkatan Kebersihan

dan Pengelolaan
Sampah




KT.14.01 : Pelayanan Penanaman Modal

Arahan Walikota
tentang Pelayanan

Persetujuan

Walikota Penanaman Modal
Tidak Ya
Ya
4 v
Sekretariat . .. Persetujuan Memroses Produk
Disposisi jua
Daerah p Hukum/Kebijakan
L Tidak
Mengoordinasikan Mengajukan Dokumen
K la Di Pelaksanaan Urusan Menyiapkan | |Perencanaan & Rumusan
epala bDinas Penanaman Modal Dokumen Kebijakan Teknis Laporan
DPMPTSP Dan Pelayanan Perencanaan & Pelaksanaan Urusan
Terpadu Satu Pintu Perumusan Penanaman Modal
Kebijakan vy
Teknis
Pelaksanaan h 4 h 4 A4 v
Bidang ——» Urusan Melakukan evaluasi
Penanaman dan pelaporan
Pelayanan Melakukan pelap
y Modal T(A:;?I;?nkas? Fasilitasi Melaksanakan pelaksanaan
Penanaman Perizin:n Perizinan Melaksanakan Pengawasan kegiatan
Modal Penanaman Penanaman Pelayanan dan Y
Modal Modal Penanaman Pengendalian
- mm Modal | Penanaman
Modal
OPD
Lainnya |
Memberikan
K/L Pedoman Terkait
Penanaman Modal




KT.14.02 : Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat

Arahan Walikota tentang

Pelayanan Perizinan Persetujuan
Walikota Pemerintahan &
Kesejahteraan Rakyat Tidak Ya
Ya
A 4
Sekretariat . ¥ . Persetujuan Memroses Produk
Daerah Disposisi Hukum/Kebijakan
i Tidak
Mengoordinasikan Menyiapkan Mengajukan Dokumen
Kepala Din gal
epala as Pelaksanaan Urusan Dokumen Perencanaan & Rumusan
DPMPTSP Penanaman Modal Perencanaan & |Kebijakan Teknis Pelayanan Laporan
Dan Pelayanan Perumusan Perizinan Pemerintahan &
Terpadu Satu Pintu Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Teknis y
Pelaksanaan
Bidang Pelayanan v v v v
Pelavanan Perizinan Melakukan evaluasi
_y_ Pemerintahan dan pelaporan
Perizinan Melakuk Melakukan
p intahan & & Keady an Koordinasi Melaksanakan Melaksanakan pelaksanaan
eme.rln ahan Kesejahteraan oordinasi Pelayanan Pelayanan Pelayanan kegiatan
Kesejahteraan Rakyat Pe'a_V?”a” Perizinan Perizinan Perizinan
Rakyat p Perl.zn:a:: Kesejahteraan Pemerintahan Kesejahteraan b
emerintahan Rakyat Rakyat
J—
OPD
Lainnya | | |
Memberikan
K/L Pedoman Terkait

Pelayanan
Perizinan




KT.14.03 : Pelayanan Perizinan Pembangunan

Arahan Walikota tentang

Pelayanan Perizinan Persetujuan
Walikota Pemerintahan &
Kesejahteraan Rakyat Tidak Ya
Ya
v
Sekretariat . ¥ . Persetujuan Memroses Produk
Daerah Disposisi Hukum/Kebijakan
i Tidak
L .
Mengoordinasikan Mengajukan Dokumen
. Pelaksanaan Urusan Menyiapkan Perencanaan & Rumusan
Kepala Dinas Penanaman Modal Dokumen Kebijakan Teknis Pelayanan Pelaporan
DPMPTSP Dan Pelayanan Perencanaan § Perizinan Pembangunan
Terpadu Satu Pintu Perumusan
Kebijakan y
Teknis
Pelaksanaan v v v v
Bidang Pelayanan Melakukan evaluasi
Pelayanan Perizinan dan pelaporan
Perizinan Pembangunan Koordinasi Koordinasi pelaksanaan
Pembangunan Menyelenggarakan Menyelenggarakan PEIaYanan PEIa.y.anan kegiatan
Pelayanan lzin Pelayanan lzin I2|.n. Pferllzman A
Mendirikan | DiBidang Adm || Mendirikan| | Di Elglang .
Bangunan Pembangunan Bangunan Administrasi
Bangunan
OPD
Lainnya | | [
Memberikan
K/L Pedoman Terkait
Pelayanan

Perizinan




KT.14.04 : Pengelolaan Data Dan Advokasi Perizinan Dan Non Perizinan

Arahan Walikota
tentang Pelayanan

Persetujuan

Walikota Penanaman Modal dan
Perizinan Tidak Ya
Ya
v
Sekretariat DI ¥ . Persetujuan Memroses Produk
ISPOSISI -
Daerah p Hukum/Kebijakan
i Tidak
Mengoordinasikan Mengajukan Dokumen
. Pelaksanaan Urusan Menyiapkan Perencanaan & Rumusan
Kepala Dinas Penanaman Modal Dokumen Kebijakan Teknis Laporan
DPMPTSP Dan Pelayanan Perencanaan & Pengelolaan Data &
Terpadu Satu Pintu Perumusan Advokasi
Kebijakan y
Teknis
Pengelolaan v v v A4
Bidang Data & Melakukan evaluasi
Pengelolaan Advokasi dan pelaporan
Data & Menyelenggarakan| | Menyelenggarakan Koordinasi Koordinasi pelak§anaan
kasi Pengelolaan Data Penanganan Pengelolaan Penanganan kegiatan
Advokasi dan Sistem Pengaduan dan Data dan Pengaduan -
Informasi Advokasi Sistem dan Advokasi
Informasi
OPD
Lainnya | | i
Memberikan
K/L Pedoman Terkait

Penanaman Modal
& Perizinan




KT.14.05 : Pengawasan dan Pelayanan Bangunan

Arahan Walikota
tentang Pengawasan
dan Pelayanan

Persetujuan

Pengawasan dan

Pelayanan Bangunan

Walikota
Bangunan Tidak Ya
Ya
v v
Sekretariat . . Persetujuan Memroses Produk
Daerah Disposisi Hukum/Kebijakan
$ Tidak
Kepala Dinas o
Perumahan Mengoordinasikan Mengajukan Dokumen
erumahan, Pelaksanaan Urusan Perencanaan
Permukiman Pengawasan, Menyiapkan Dan Rancangan Kebijakan Laporan
dan Pelayanan Bangunan, Dokumen Teknis Pengawasan dan
Pertanahan & Pertanahan Perencanaan Pelayanan Bangunan
Dan y b
Rancangan
Kebijakan v \ 4 \ 4
Bidang Teknis Melakukan evaluasi
Pengawasan Menyelenggara- Melakukan dan pelaporan
Pengawasan, dan Pelayanan kan Koordinasi PMeIakukan Pembinaan pelaksanaan
Peayanan Bangunan Pelayanan eng;;/\r/]asan Kepada kegiatan
B Masyarakat
Bangunan & angunan Pemeriksaan TEyrkait A
Pertanahan AcBIm|n5|trat|f Pemanfaatan
angunan Gedung &
—
Bangunan
OPD
Lainnya |
Memberikan
K/L Pedoman




KT.14.06 : Pengembangan Perindustrian

Arahan Walikota tentang
Penyelenggaraan Persetujuan
Walikota Perindustrian
Di Kota Tangerang Tidak Ya
A
Ya
v v
Sekretariat . . Persetujuan Memroses Produk
Disposisi :
Daerah p Hukum/Kebijakan
¢ Tidak
A
. Mengoordinasikan Menyiapkan
Kepala Dinas i
'? . Pelaksanaan Urusan Dokumen Mengajukan Dokumen
Perindustrian Tentang Perencanaan Perencanaan Laporan
Perdagangan Penyelenggaraan Dan Rancangan Dan Relncangan
Perindustrian di Kota Kebijakan Teknis Kebijakan
Tangerang Tentang -
Penyelenggaraan 4
Perindustrian di v \ 4 v
P Kota T .
ota fangerang Melakukan evaluasi
: dan pelaporan
.Bldang. M:”Veb'?”gga;aka" Menyelenggara| |Menyelenggarakan pelaksanaan
Perindustrian P:nmg;;aljanng:: kan Pembinaan| | Pengawasan dan kegiatan
Sarana Usaha dan Mutu Ha§|I Pengendalian N
Produksi Produksi Penerapan
- - Standar
Industri
OPD
Lainnya/
Stakeholder | [
Memberikan
K/L Pedoman Tentang
Terkait Penyelenggaraan
Perindustrian




KT.14.07 : Pengembangan Perdagangan

Arahan Walikota tentang .
Pengembangan Persetujuan
Walikota Perdagangan
Di Kota Tangerang Tidak Ya
A
Ya
v A 4
Sekretariat . . . Persetujuan Memroses Produk
Daerah Disposisi Hukum/Kebijakan
¢ Tidak
Y
. Mengoordinasikan Menyiapkan Mengajukan Dokumen
Kepala Dinas
'? . Pelaksanaan Urusan Dokumen Perencanaan
Perindustrian Tentang Perencanaan Dan Rancangan Laporan
Perdagangan Pengembangan Dan Kebijakan
Perdagangan di Kota Rancangan
Tangerang Kebijakan
Teknis Tentang 4
Pengembangan v v v v
» Perdagangan di
Kota Ti nggera ng Melakukan evaluasi
Bidan ‘ Menyelenggara dan pelaporan
v Meng::;igaf 4 | Menyelenggara kan Menyelenggarg pelaksanaan
Perdagangan danaa kan Promosi Pembinaan kan kegiatan
Pengendalian Penggunaan Perdagangan Pengawasan ‘
Usaha Produk Dalam Luar Negeri dan 8
Perdagangan jum Negeri - Dan ' PEMbinaan
Mendorong Terkait
Ekspoir Perlindungan
OPD / Konsumen
Lainnya
Stakeholder | | [
Memberikan
K/L Pedoman Tentang
Terkait Pengembangan
Perdagangan




KT.14.08 : Pengembangan Priwisata

Arahan Walikota
tentang Persetujuan
Walikota Pengembangan
Pariwisata Daerah Tidak
Ya
. 4 v
Sekretariat DiSpOSiSi Persetujuan Memroses Produk
Daerah Hukum/Kebijakan
$ Tidak
Kepala Dinas Mengoordinasikan Mengajukan Dokumen
p Pelaksanaan Urusan Menyiapkan Perencanaan Laporan
Kebudayaan & Pengembangan Dokumen Dan Rancangan Pengembangan
Pariwisata Pariwisata Daerah Perencanaan Kebijakan Pariwisata Daerah
Dan
Rancangan 7
Kebijakan
Teknis Tentang L ] \ 4 v
—} —
Pengembangan Melakukan evaluasi
. Pariwisata
Bldang Mengpor dan pelaporan
R Daerah dinasikan Melakukan pelaksanaan
Pariwisata penyusu Melakukan kegiatan
Pengembang .
nan . Pembinaan
Rencana an Potensi dan A
€ Pariwisata .
Induk — e Peningkatan
Daerah .
Pengemb Kompetensi
angan Pelaku dan
Pariwisata Stakeholder
OoPD Daerah Pariwisata
Lainnya
Memberikan
Pedoman
K/L Pengembangan
Pariwisata Daerah




KT.14.09 : Pengembangan Kerjasama dan Perekonomian Daerah

Arahan Walikota tentang

Pengembangan Persetujuan
Walikota Kerjasama dan
Perekonomian Daerah Tidak Ya
Ya v
. \ 4
Sekretariat DiSpOSiSi Persetujuan Memroses Produk
Daerah Hukum/Kebijakan
i Tidak
|
Mengoordinasikan Mengajukan
Kep.ala Pelaksanaan Dokumen
Bagian Pengembangan Menyiapkan Rancangan Laporan
Kerjasama dan Kerjasama dan Dokumen Kebijakan
Perekonomian Perekonomian Daerah Rumusan
Kebijakan y
Pengembangan T
. | Kerjasama dan A 4 \4

Perekonomian

Mengoordinasikan

Melakukan evaluasi

] Daerah Mengoordinasikan Penyiapan
Subbagian Penyiapan Kebijakan dan pelaporan
Mengoordinasikan Kebijakan Pengembangan pelaksanaan
Penyiapan Kebijakan Pembinaan BUMD, prasarana, sarana, kegiatan
Kerjasama Daerah dan Badan dan pembinaan A
Layanan Umum ekonomi serta
Daerah pengembangan
Stakehlder/ potensi daerah
OPD
Lainnya | |
Memberikan
Pedoman
K/L Terkait Pengembangan

Kerjasama dan
Perekonomian Daerah




KT.15.01 : Pengembangan dan Pembinaan Koperasi

Arahan Walikota
tentang Persetujuan
Walikota Pengembangan &
Pembinaan Koperasi Tidak Ya
Ya
il \ 4
Sekretariat . .. Persetujuan Memroses Produk
Daerah Disposisi Hukum/Kebijakan
i Tidak
A
Kepala Din Mengoordinasikan Mengajukan Dokumen
epala _as Pelaksanaan Urusan Perencanaan
Koperasi, Tentang Menyiapkan Dan Rancangan Laporan
Usaha Kecil & Pengembangan & Dokumen Kebijakan
Menengah Pembinaan Koperasi Perencanaan
Dan Rancangan y A
Kebijakan Tekni
Tentang v v v
| Pengembangan Melakukan evaluasi
Bid & Pembinaan dan pelaporan
idang Koperasi Menyelenggarakar| |Menyelenggarak| |Menyelenggarakan pelaksanaan
Koperasi Pembinaan an Pembinaan, Pembinaan kegiatan
Kelembagaan, Pengembangan Kepatuhan serta Y
Penyediaan Usaha dan pengawasan dan
Data dan Informasie Pemberdayaan [ Pengendalian
Koperasi Koperasi Koperasi
OPD
Lainnya/
Stakeholder | |
Memberikan Pedoman
K/L Tentang Pengembangan

& Pembinaan Koperasi




KT.15.02 : Pemberdayaan dan Pembinaan UMKM

Arahan Walikota
tentang

Persetujuan

Walikota Pemberdayaan dan
Pembinaan UMKM Tidak Ya
Ya v
\ 4
Sekretariat Disposisi Persetujuan Memroses Produk
kum/Kebijakan
Daerah i
l Tidak
) 2
Kepala Dinas Mengoordinasikan Mengajukan Dokumen
p . Pelaksanaan Urusan Perencanaan
KOperaSI, Tentang Menyiapkan Dan Rancangan Laporan
Usaha Kecil & Pemberdayaan dan Dokumen Kebijakan
Menengah Pemhinaan [ IMKM Perencanaan
Dan Rancangar y A
Kebijakan Tekni
Tentang \ 4 v v
—y
) Pemberdayaan Melakukan evaluasi
Bidang dan Pembinaan dan pelaporan
Usaha Kecil & UMKM Menyelenggarakan || Menyelenggarakan||Menyelenggarakan pelaksanaan
Pembinaan dan Promosi UMKM & dan kegiatan
Menengah Pengembangan Fasilitasi Mengoordinasikan y
Produk dan Pelaku Pembiayaan Pengumpulan dan I
UMKM | w Pengolahan Data
dan Informasi
OPD UMKM
Lainnya/

Stakeholder

K/L

Memberikan
Pedoman Tentang
Pemberdayaan dan
Pembinaan UMKM




KT.15.03 : Peningkatan Ketersediaan, Distribusi Dan Penanganan Kerawanan Pangan

Kebijakan Walikota Persetujuan
Walikota tentang Peningkatan
Ketersediaan, Distribusi
Dan Penanganan
Kerawanan Pangan
Ya
\ 2
Sekretariat Disposisi Persetujuan
Daerah
Tidak
y ¥
Mengoordinasikan Mengajukan
Kepala Dinas P:(ala;k;anaanPUrusan N Dokumen
etahanan Pangan enyiapkan Perencanaan
Ketahanan
Panzan Dokumen Peningkatan Pelaporan
& Perencanaan | Ketersediaan, Distribusi
Peningkatan Dan Penanganan
> Ket‘.arsefdiaén Kerawanan Pangan
Distribusi
Dan
Penanganan l
. Kerawanan * * * * ‘ * *
Bldan.g Pangan
Ketersediaan, Melakukan Melakukan
Distribusi dan Melakukan Melakukan Melakukan .
penyusunanan evaluasi
Kerawanan Melakukan data & pemantauan, Melakukan Penyusunan Melakukan penanganan .
Pangan penyusunan Prognosa Melakukan pembinaan dan koordinasi Peta pengumpulan| |dan penyaluran Kegiatan
Neraca Bahan g . pengumpulan| [pengembangar| | pengendalian Ketahanan bahan dan pangan untuk
ketersediaan . . S ) A
Makanan dan angan pengad dan analisis sistem harga pangan dan analisis sistem Balita rawan
Analisis Pola paangca:ir;n gan e informasi  gfinformasi hargaee  Strategis g Kerentanan . kewaspadaan pangan
Pangan an ang distribusi pangan daerah Pangan pangan
Harapan (PPH) pang pangan strategis
Penyaluran
Ketersediaan daerah
Stakeholder cadangan
pangan
— _—
OPD
Lainnya




KT.15.04 : Peningkatan Produktivitas Perikanan

Arahan Walikota

tentang Persetujuan
Walikota Ketahanan Pamgan
Tidak Ya
Ya
A 4
\ 4
Sekretariat . . Persetujuan Memroses Produk
Daerah Disposisi Hukum/Kebijakan
Tidak
1
— A4
Kepala Di Mengoordinasikan Mengajukan Dokumen
epala Dinas Pelaksanaan Urusan Perencanaan
Ketahanan Tentang Ketahanan Menyiapkan Dan Rancangan Laporan
Pangan Pangan Dokumen Kebijakan
Perencanaan
Dan y A
Rancangan
Kebijakan v v v
Y ) .
Bidang Teknis Melakukan evaluasi
. Tentang dan pelaporan
Pertanian Pertanian Mengoordinasikan | [Mengoordinasikan o pelaksanaan
Pelaksanaan Pelaksanaan Mengoordinasikan kegiatan
Pengembanggan Pembinaan Penggunaan Sarana g
Perikanan Perikanan dan Prasara \
Budidaya Budidaya Perikanan
_—
OPD
Lainnya/
Stakeholder | |
) Memberikan
K/L Terkait Pedoman Tentang

Ketahanan Pangan




KT.15.05 : Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Peternakan

Arahan Walikota
tentang

Persetujuan

Walikota Ketahanan Pamgan
Tidak Ya
$ \ 4
Sekretariat . . . Memroses Produk
Daerah Disposisi Hukum/Kebijakan
$ Tidak
d k F
. Mengoordinasikan Mengajukan Dokumen
Kepala Dinas Pelaksanaan Urusan Perencanaan
Ketahanan Tentang Ketahanan Menyiapkan Dan Rancangan Laporan
Pangan Pangan Dokumen Kebijakan
Perencanaan
Dan y A
Rancangan
Kebijakan v v v
Y )
Teknis Melakukan evaluasi
) Tentang Mengoordinasikan dan pelaporan
Bldang Pertanian Mengoordinasikan | |Mengoordinasikan Pengawasan pelzksagaan
Pertanian Pelaksanaan Pelaksanaan Pelayanan Rumah .
Pengembangan Pembinaan Potong Hewan dan kegiatan
Usaha Pertanian dan Usaha Kesehatan A
Peternakan Pertanian dan Masyarakat Veteriner|
- Peternakan Serta
Kesejahteraan
OPD Hewan
Lainnya/
Stakeholder | |
) Memberikan
K/L Terkait Pedoman Tentang

Ketahanan Pangan




KT.16.01 : Pengelolaan Statistik dan Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Walikota

Kebijakan
Walikota tentang
Pengelolaan Statistik

dan Komunikasi

dan Pemberdayaan Tl

Kepala Dinas

Mengoordinasikan
pelaksanaan

e Pelaporan
Komunikasi Pengelolaan Statistik P
dan dan Pemberdayaan
Informatika Tl dan Komunikasi *
* * ¢ A
Bidang Statistik Memfasilitasi Fasilitas
& Penge!olaan Publikasi penir.1gkatan Melakukan
Statistik dan ) data kapasitas SDM evaluasi dan pelaporan
Pemberdayaan Pemberdayaan TI Updating data . dalam elaksanaan kegiatan
o - - statistik P g
TIK dan Komunikasi Melakukan secara rutin Berkoordi pemberdayaan TIK
pembinaan terhadap nasi dan 4
terhadap | seluruh data || bekerjasa
v survey dan hasil ma
akuisisi data perekaman dengan
di lingkungan dan Bank stakehold
OPD Lainnya Pemerintah Data dari erdi
Melakukan Daerah aplikasi bidang
penggalian Statistik data dan
data, validasi Daerah statistik;
dan
olah data
Stakeholder
Kementerian
Komunikasi Kebijakan & Pedoman
dan Pengelolaan Statistik
Informatika dan Pemberdayaan TI

dan Komunikasi




KT.16.02 : Pengembangan dan Dokumentasi Kearsipan

Kebijakan
. Pengembangan
Walikota & Dokumentasi
Kearsipan
Rencana Program &
Kepala DPAD Kegiatan
Pengembangan &
Dokumentasi Kearsipan
Bidang Melaksanakan Program
& Kegiatan
Pengembangan
engembanga Pengembangan &
dan Dokumentasi Kearsipan
Dokumentasi
. Melakukan
dMenylakanh Pembinaan ( \
. . an mengola .
Bidang Arsip il keargsi . > Pengelolaan
P Dokumentasi
Kearsipan
Pengelolaan
Arsip Dinamis
Seluruh OPD dan Statis

Masyarakat

Suport data
kearsipan




KT.16.03 : Pengembangan e-Government

Kebijakan
Walikota Walikota tentang
Pengembanan
E-Government
. Mengoordinasikan Laporan
KKePal_alep:s pelaksanaan Pengembanan
omunikasi dan Pengembanan E-Government
Informatika E-Government J
Pengembangan dan Pengembangan dan Fasilitasi
. intergasi Business intergasi Business Peningkatan
Bidang Process Re- Process Re- kapasitas SDM,
Pegembangan Fasilitasi OPD engineering engineering recovery dan
E-Government melakukan Fasilitasi OPD & ] manajemen manajemen Pemeliharaan
Pengembangan Stakeholder Pemerintahan pelavanan publik aplikasi
dan inovasi TIK melakukan Koordinasi
dalam Pengembangan Pengembangan
implementasi dan inovasi TIK & Integrasi
eGovernment dalam pelayanan aplikasi

OPD Lainnya

Stakeholder

publik

Kementerian
Komunikasi dan
Informatika

Kebijakan &
Pedoman

Pengembanan
E-Government




KT.16.04 : Peningkatan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik

Arahan Walikota
Persetujuan

tentang Diseminasi
Walikota Informasi &
Komunikasi Publik .
Tidak Ya
Ya v
. 4
Sekretariat Disposis| < Persetujuan Memroses Produk
Hukum/Kebijakan
Daerah
Tidak
A 4 \
Kepala Dinas Mengoordinasikan Mengajukan Dokumen
. Pelaksanaan Urusan Menyiapkan Perencanaan Laporan
Komunikasi Tentang Diseminasi Dokumen Dan Rancangan
dan Informasi & I|<.lo(munikasi Perencanaan Kebijakan
Informatika Publi Dan
Rancangan y
Kebijakan
Teknis Tentang \ 4 v v A
Bidang 5 Diseminasi Melakukan
Diseminasi Informasi & evaluasi dan
Informasi & Komunikasi Menyelenggara- | | Menyelenggara- Menyelenggara- Menyelenggara- pelaporan
o Publik Kan Diseminasi | | Kan Diseminasi Kan kan Pelayanan pelaksanaan
Komunikasi Informasi Media | |Informasi Media| | Pengembangan Informasi Publik &
Publik Elektronik Cetak Dan Kemitraan Pengoordinasian A
Komunikasi PPID
- e Publik
OPD
Lainnya/ | | i I
Stakeholder |

Kementerian
Komunikasi
dan
Informatika

Memberikan
Pedoman Tentang

Diseminasi Informasi
& Komunikasi Publik.




KT.17.01 : Pengembangan Produk Hukum Daerah dan Pembinaan HAM

Arahan Walikota
Tentang Pengadaan Persetujuan
Walikota Barang dan jasa
Pemerintah Daerah Tidak
Ya
\ 4
Sekretaris . .. Persetujuan
Disposisi
Daerah
$ Tidak
K
Y
Bagian h;:;yiipkan Bahan Menyamp.a?ikan Bahan
jakan Tentang Kebijakan
Hukum Pengembangan Perumusan Tentang Pengembangan Laporan
Produk Hukum Daerah| | Kebijakan Produk Hukum Daerah dan
dan Pembinaan HAM Tentang Pembinaan HAM
Pengembanga y - 1
n Produk
Hukum A 4 v .
— 7 Daerah dan Pelaksanaan Melakukan evaluasi
. Pembinaan Koordinasi penyusunan Menyelengg Menyelengg dan pelaporan
Sub Bagian HAM Pelaksanaan dan kajian arakan arakan pelaksanaan
Dan Pembinaan Produk Hukum Pendokume Penyuluhan kegiatan
Pemerintahan di Daerah ntasian Dan Hukum,
. Pengembang Pelayanan
Bid. Hukum anJaringan | | HAMdan
Informasi Banytuan
Hukum Hukum
OPD Menyiapkan
. Naskah
Lainnya Akademik
Kementerian
Dalam Negeri Memberikan pedoman
Pengembangan
Produk Hukum Daerah
dan Pembinaan HAM




KT.18.01 : Fasilitasi Penganggaran DPRD

DPRD
Sekretaris Menkgoordlna3|kan
etugasan
DPRD kesekretariatan
7 Y
Baglan Penyiapan
Persidangan, & Raperda
Perundang- Pembahasan APBD
undangan PPAS
g Pembahasan
KUA
Bagian Acminitas
AdrSmlstraSI Surat/Naskah
mum Dinas
)
I v
Pengajuan
TAPD Menyéerzhkan Pengesahan RAPBD Perda APBD
V) kepada Gubernur
4 N\
OPD Menyusun
Lainnya Rencana Anggaran

\\

J/




KT.18.02 : Fasilitasi Pengawasan DPRD

L Menerima
Walikota Klarifikasi & .
tanggapan hasil Konfirmasi &
langsung Pengawasan Kiarifikai ke OPD
terkait
A
Menerima Melakukan | Menyampaikan Laporan Hasil
DPRD Laporan/Data Hasil pengolahan data »| Hasil Pengawasan Pengawasan
Pengawasan hasil Pengawasan Kepada Eksekutif
= N
) Mengoordinasikan
Sekretaris Proses Administrasi
DPRD Kesekretariatan
Bagian Fasilitasi dukungan
Persidangan, & Data dan Informasi
Perundang- Terkait Dok. APBD
Undangan
) Menerima
Bagian Humas & Laporan/Aduan
Protokol Masyarakat
L 7
Konfirmasi dan
OPD Klarifikasi hasil
pengawasan

Masyarakat

Laporan

N )




KT.18.03 : Fasilitasi Administrasi Keuangan DPRD

DPRD
Sekretaris DPA Sekretariat

DPRD DPRD

] Y
Bagian Memproses >
Administrasi surat perintah
pencairan dana

Keuangan

Bagian Administrasi
Umum

Bagian Persidangan,
Informasi & Dok

Melaksanakan
Kegiatan sesuai
dengan tugas
dan fungsi
dengan
anggaran yang
sudah
tercantum
dalam DPA

Menyerahkan
Laporan
Pelaksanaan
Kegiatan

Menyusun SPJ

Badan
Pengelolaan
Keuangan Daeah

A 4

Memproses
SPM

\ 4

Laporan
Keuangan




KT.18.04: Fasilitasi Persidangan Perundang-undangan dan Humas Protokol DPRD

) Penyampaian Menyampaikan
Walikota Walikota Dalam Jawaban atas
Rapat Paripurna Pandangan Umum
4
Pandangan Rapat
DPRD Umum Gabungan
DPRD
" dinasik Rapat
. engoordinasikan Pariourna
Sekretaris ketugasan Pembahasan Melakukan Melakukan Finalisasi | | P
DPRD kesekretariatan dengan OPD |—% Study ¥ Konsultasi/ ¥ Laporan
dan Banding koordinasi Hasil
* Stakeholder j— mmPembahasan
. Terkjait Raperda
B"flg|an Memroses > N >
Persidangan, Administrasi P Perda
Informasi & pengajuan
Dok Raperda yy
T y F N
_ Fasilitasi Fasilitasi Fasilitasi Fasilitasi Fasilitasi Administrasi
ng!an ) Xj?nr?r?ir(:iesi Protokol Protokol Protokol & Protokol Protokol ke Bag.
Administrasi - Rapat & Rapat & Publikasi Rapat & Rapat & Hukum &
Umum persg‘:a an Publikasi Publikasi Publikasi Publikasi Publikasi
4
) Naskah Akademis Pembahasan Melakukan Rapat
OPD Lainnya/ Raperda/ dengan OPD & Study Paripurna
Stakeholder Undangan/Surat Stakeholder Banding
Dinas Melakukan
Konsultasi/
koordinasi
Pemprov
Banten




KT.18.05 : Tata Kelola Pemerintahan

Kebijakan Walikota
. tentang .
Walikota Tata Kelola Persetujuan Laporan
Pemerintahan Tidak
7} A
. v
Sekretariat
DI .
Daerah isposisi
L Tidak
Mengoordinasikan
Perencanaan
Bappeda Pembangunan
Daerah
y . v v v v v
Mengoordinasikan Menyusun Pembahasan
Pelaksanaan Dokumen Dokumen
Urusan yang Rencana Rencana
h OPD . > >
Seluruh O diamanahkan Pembangunan | | Pembangunan Melakukan Melakukan
kepada Perangkat dan Rencana dan Rencana Pelayanan Melakukan Melakukan Melakukan Melakukan Monitoring
Daerah Kerja Kerja Masyarakat penyediaan ) publikasi data/ || penatausahaan -
pembinaan . . Evaluasi
dan sarana dan K itas SDM informasi keuangan dan
™ Administrasi [| prasarana [] <2P3° N perangkat [| perangkat |
aparatur OPD Pelaporan
Perkantoran aparatur daerah daerah L
OPD Kinerja OPD
Stakeholder
A
KEMENDAGRI/ Memberikan
MENPAN RB/ Pedoman Tata
KEMENKEU Kelola Pemerintahan




KT.18.06 : Pembinaan Organisasi Dan Tata Laksana

Arahan Walikota

Tentang Pembinaan Persetujuan
Walikota Organisasi Dan Tata
Laksana Tidak
Ya
. A 4
Sekretaris o Persetujuan
Disposisi
Daerah
¢ Tidak
. Menyiapkan Bahan Menyampaikan Bahan
Bag'?n _ Kebijakan Tentang Kebijakan
Organisasi Pembinaan Organisasi Melakukan Tentang Pembinaan Laporan
Dan Tata Laksana pengumpulan Organisasi Dan Tata
bahan dan Laksana
melakukan y A
analisis
kelembagaan
e
dan tata Melakukan evaluasi
. laksana Koordinasi dan pelaporan
Sub Bagian Koordinasi Pelaksanaan pelgksaﬁaan
Pelaksanaan Kebijakan dan Koordinasi kegiatan
Kebijakan dan Pembinaan Pelaksanaan 9
Pembinaan Tatalaksana g Kebijakan dan
Organisasi dan Pembinaan
Reformasi Pelayanan Publik
OPD Birokrasi
Lainnya 1 |

Kementerian
Dalam Negeri/
Kementerian PAN
RB

Memberikan
pedoman

pembinaan
organisasi dan tata
laksana




KT.18.07 : Pembinaan Pemerintahan

Arahan Walikota

Tentang Pembinaan Persetujuan
Walikota Pemerintahan
Tidak
A
Ya
Sekretari -
eKretaris . .. Persetujuan
Disposisi :
Daerah
L Tidak
- A4
Bagi Menyiapkan Bahan Menyampaikan Bahan
aglan Kebijakan Tentang Kebijakan
Pemerintahan Pembinaan Perumusan Tentang Pembinaan Laporan
Admlr_ustra3| Kebijakan Administrasi
Pemerintahan Tentang Pemerintahan
Pembinaan y A
Administrasi
Pemerintahan
< :
Melakukan evaluasi
i o dan pelaporan
Sub Bagian Koordinasi Koordinasi elaksanaan
Pelaksanaan P
; Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan
Pembinaan pengembangar Pemerintahan
PAdmlr_ustrﬁm Otonomi Umum
emerintahan Daerah
OPD ] I

Lainnya

Kementerian
Dalam Negeri

Memberikan
pedoman

pembinaan
Pemerintahan




KT.18.08 : Pengadaan Barang dan Jasa

Arahan Walikota
Tentang Pengadaan

Persetujuan

Walikota Barang dan jasa
Pemerintah Daerah Tidak
Ya
. \ 4
Sekretaris . .. Persetujuan
Disposisi
Daerah
L Tidak
. Menyiapkan Bahan i
Bagian 'Y Menyampﬁlkan Bahan
Kebijakan Tentang Kebijakan
Pengadaan Pengadaan Barangdan| | perumusan | [Tentang Pengadaan Barang Laporan
Barang & jasa Pemerintah Kebijakan dan jasa Pemerintah
Jasa Daerah Tentang Daerah
Pengadaan y A
Barang dan
jasa
—y .
Pemerintah coordinasi Melakukan evaluasi
. Daerah Koordinasi Koordinasi oordinasi
Sub Bagian Pelaksanaan pembinaan Pelaksanaan danl pkelaporan
; Pengadaan Barang pelaksanaan
Pengadaan pemerintahan kegi
& dan aparatur dan Jasa egiatan
Barang dan d Pemerintah Daerah
i aerah dalam A
Jasa PBJ
Pemerintah
Daerah
OPD
Lainnya/ ] I
LPSE
LKPP Memberikan
pedoman
Pengadaan

Barang/Jasa




KT.18.09 : Pengelolaan Keprotokolan & Komunikasi Pimpinan

Arahan Walikota
Tentang Pedoman Persetujuan
Walikota Keprotokolan &
Komunikasi Pimpinan Tidak
Y
Ya
. \ 4
Sekretaris . .. Persetujuan
Disposisi
Daerah
Tidak
K
A
Bagian Menyiapkan Bahan Menyampaikan Bahan
g Kebijakan Tentang Kebijakan
Protokol & Pedoman Perumusan Tentang Pedoman Laporan
Komunikasi Keproto!(o!an & Kebijakan Keprotokolan &
Pimpinan Komunikasi Pimpinan Tentang Komunikasi Pimpinan \
Pedoman y
Keprotokolan
& Komunikasi
— > ool Melaksanakan Melakukan evaluasi
Impinan Mengoordinasi- Pengelolaan Fasilitasi Fasilitasi dan dan pelaporan
. kan Perumusan Dokumentasi, keprotokolan mengoordinas
Sub Baglan & Pelaksanaan Peliputan dan pada ikan pelaksanaan
Kebijakan Pemberitaan penyelenggaraan komunikasi keglatan
Keprotokolan & Kegiatan Pimpinan rapat/pertemuan pimpinan A
Komunikasi kedinasan -
Pimpinan
OPD .
. Informasi
Lalnnya/ Kegiatan Yang
Stakeholder melibatkan
Pimpinan
Kementerian
/Lembaga Memberikan Pedoman

Keprotokolan &

Komunikasi Pimpinan




KT.18.10 : Penelitian dan Pengembangan Pembangunan

Arahan Walikota
Tentang Penelitian &

Persetujuan

Lembaga

pedoman Penelitian

& Pengembangan
Pembangunan

Walikota Pengembangan
Pembangunan Tidak
Ya
K | \ 4
epala . . Persetujuan
P Disposisi :
Bappeda
L Tidak
Bidang . )
Pengelolaan Meﬁylapkan Bahan Menyampaikan Bahan
Data Kebijakan Tentang Kebijakan
P Penelitian & Perumusan Tentang Penelitian & Laporan
erencanaan, Pengembangan Kebijakan Pengembangan
Penelitian dan Pembangunan Tentang Pembangunan
Pengembangan Penelitian & y *
Pengembang-
an A4 v v
—
Pembangunan -
Coordiasi D Koo;dlplgm ADan Koordinasi Melakukan evaluasi
. oordinasi Dan asilitasi Pengelolaan dan pelaporan
Sub Bidang Fasilitasi Penelitian Dan Data pelaksanaan
Penyusunan Pengembangan Perencanaan kegiatan
Basis Data (Inovasi Atau Pembangunan
Perencanaan Daerah A
Pembangunan Terobosan) B
Pemb Penelitian Dan
Daerah embangunan
OPD Daerah Pengembangan
Daerah
Lainnya/
Stakeholder ]
Kementerian/
Memberikan




KT.19.01 : Pelayanan PBB dan BPHTB

Arahan Walikota

tentang Pengelolaan Persetujuan
Walikota PBB dan BPHTB
Tidak Ya
Ya
. Y v
Sekretariat Di . Persetujuan Memroses Produk
Daerah ISpOsISI Hukum/Kebijakan
i Tidak
M dinasik r
engoordinasikan Mengajukan Dokumen
Kepala Badan Pelaksanaan Urusan Perencanaan
Pendapatan Tentang Pengelolaan | | Menyiapkan Dan Rancangan Laporan
Daerah PBB dan BPHTB Dokumen Kebijakan
Perencanaan
Dan y A
Rancangan
Kebijakan v
Tzlliglr?g Melakukan evaluasi
B|dang Pelayanan Menyelenggarakar| Menyelenggarakan Menyelenggarakan dan pelaporan
Pelayanan PBB dan pendaftaran dan Penyuluhan dan dokumentasi PBB pelaksanaan
pelayanan PBB penyampaian dan BPHTB kegiatan
BPHTB dan BPHTB informasi PBB
dan BPHTB
OPD
Lainnya/
Stakeholder | |
Memberikan
K/L Terkait Pedoman Tentang

Pengelolaan PBB
dan BPHTB




KT.19.02 : Pendataan, Verifikasi dan Pengolahan Data PBB dan BPHTB

Arahan Walikota

tentang Pengelolaan Persetujuan
Walikota PBB dan BPHTB
Tidak Ya
Ya
. A 4 Y
Sekretariat Disposisi Persetujuan Memroses Produk
Daerah Hukum/Kebijakan
¢ Tidak
Mengoordinasikan Mengajukan Dokumen
Kepala Badan Pelaksanaan Urusan Perencanaan
Pendapatan Tentang Pengelolaan Menyiapkan Dan Rancangan Laporan
Daerah PBB dan BPHTB Dokumen Kebijakan
Perencanaan
Dan A
Rancangan
Kebijakan v v v
Bidang TL?}';ZE Melakukan evaluasi
Pendataan Pengelolgan Menyelenggara| |Melaksanakar]  [Melaksanakar] [Melaksanakan dan pelaporan
Verifikasi & PBB dan kan pendataan| | Verifikasi Penilaian | |Penghitungan pelaksanaan
Obyek dan Obyek Obyek PBB Obyek PBB kegiatan
Pengolahan BPHTB Subyek PBB dan danBPHTB | | dan BPHTB
dan BPHTB Subyek
Data o PBB AN
BPHTB
OPD
Lainnya/
Stakeholder | | |
Memberikan
K/L Terkait Pedoman Tentang

Pengelolaan PBB
dan BPHTB




KT.19.03 : Penetapan, Penagihan dan Penyelesaian Piutang PBB dan BPHTB

Arahan Walikota )
tentang Pengelolaan Persetujuan
Walikota PBB dan BPHTB
Tidak Ya
Ya
A 4
. Y
Sekretariat . . Persetujuan Memroses Produk
Disposisi by
Daerah Hukum/Kebijakan
l Tidak
Mengoordinasikan Menyiapkan Mengajukan Dokumen
Pelaksanaan Urusan Dokumen Perencanaan
Kepala Badan Tentang Penetapan, | | Perencanaan Dan Rancangan Laporan
Pendapatan Penagihan dan Dan Kebijakan
Daerah Penyelesaian Piutang Rancangan
PBB dan BPHTB Kebijakan ) y'Y
Teknis
Tentang v v v
Bidang P:ri?gei:;?]agén Menyeleng Melakukan evaluasi
Penetapan, Penyelesaian garakan Menyelenggal |Melaksanakar| |[Melaksanakan dan pelaporan
Penagihan & Piutang PBB Penyelengg akan Penagihan Penanganan pelak§anaan
) dan BPHT araan validasi PBB dan Penyelesaian kegiatan
Penyelesa|an an B penghitung SPTPD BPHTB Piutang
Piutang anserta BPHTB PBB dan
penetapan BPHTB
besaran
obyek PBB [ - ™
dan BPHTB
OPD
Lainnya/ | | |
Stakeholder
Memberikan
K/L Terkait Pedoman Tentang
Pengelolaan PBB
dan BPHTB




KT.19.04: Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Lainnya Selain PBB & BPHTB

Arahan Walikota

tentang Pengelolaan Persetujuan
Walikota Pendapatan Daerah
Lai
ainnya Tidak Ya
Ya
A 4
. Y
Sekretariat Di . Persetujuan Memroses Produk
Daerah ISpOsIsI Hukum/Kebijakan
i Tidak
Mengoordinasikan Menyiapkan Mengajukan Dokumen
Kepala Badan Pelaksanaan Urusan Dokumen Perencanaan
Pengelola Tentang Pengelolaan | | Perencanaan Dan Rancangan Laporan
Keuangan Pendapatan Pajak Dan Kebijakan
Daerah Daerah Lainnya Selain Rancangan
PBB & BPHTB Kebijakan y A
Teknis
Pengelolaan v v v
. —
Bid ang Pe_ndapatan Melakukan evaluasi
Pendapatan Pajak Daerah Melakukan Melakukan dan pelaporan
Lai Lainnya Selain Pem_bl_naan_ Pengumpula Menyusun pelaksanaan
ainnya PBB & BPHTB Administrasi n Data laporan serta kegiatan
Pengelolaan Pengelolaan Analisa
Pendapatan ™| Pendapatan Pendapatan 3
Pajak Daerah Pajak Daerah Pajak Daerah
OPD Lainnya Selain Lainnya Lainnya
Lainnya/ PBB & BPHTB Selain PBB & Selain PBB &
Stakeholder SPHTE BPHTE
| |
Memberikan Pedoman
K/L Tentang Pengelolaan

Pendapatan Pajak Daerah
Lainnya Selain PBB & BPHTB




WALI KOTA TANGERANG,
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